MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Nawacita dan mendukung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,

diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan

jumlah yang proporsional pada Instansi Pemerintah

Pusat dan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan

Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan:

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6138);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KRITERIA

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHUN 2018.

Pasal 1

(1) Penetapan kebutuhan secara nasional tahun 2018 yaitu
Zero Growth.

(2) Total alokasi penetapan kebutuhan untuk Instansi Pusat
dan Daerah sejumlah 238.015 (dua ratus tiga puluh
delapan ribu lima belas) dengan rincian:

a. Instansi Pusat sebanyak 51.271; dan
b. Instansi Daerah sebanyak 186.744.

(3) Kriteria penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan
pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
2018 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Prioritas penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun
2018 untuk:
a. bidang pendidikan;
b. bidang kesehatan;

c. bidang infrastruktur;



d. Jabatan Fungsional; dan

e. jabatan teknis lain.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan
seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan

Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1185

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro-H »JKomunikasi, dan Informasi Publik,




LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
2018

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor S
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke arah terwujudnya
manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, yang
selanjutnya menjadi basis dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
Untuk itu, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan reformasi
birokrasi yang salah satunya adalah reformasi di bidang Sumber Daya
Manusia Aparatur. Reformasi dimaksud antara lain meliputi penataan
jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu strategi dalam penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
tersebut, sejak tahun 2015 telah dilakukan kebijakan pembatasan
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (moratorium). Kebijakan tersebut
dimaksudkan agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Daerah melakukan audit organisasi dan penataan Sumber Daya
Manusia Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis pembangunan.
Di samping itu, masing-masing Instansi diharuskan melakukan
redistribusi pegawai secara internal maupun lintas Instansi, yang
didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan
oleh setiap Instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan
jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi Pegawai Negeri Sipil
serta proyeksi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu 5
(lima) tahun. Bagi Instansi yang bersangkutan, hasil tersebut menjadi
dasar untuk melakukan penataan Pegawai Negeri Sipil secara terencana
dan berkesinambungan. Sedangkan bagi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian

Negara, hasil tersebut dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan
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pegawai secara nasional dan sebagai dasar dalam perumusan dan
penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 di Instansi
Pusat, Instansi Daerah Provinsi, dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

Khusus untuk Instansi Daerah, penetapan kebutuhan Calon Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2018 memperhatikan rencana strategis, organisasi
perangkat daerah, pegawai eksisting, dan Batas Usia Pensiun serta
kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam
penyediaan gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya lainnya.

Sejak diterapkannya kebijakan moratorium penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil, masing-masing Instansi telah melaksanakan
perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi
Pegawai Negeri Sipil serta proyeksi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan
pegawai tersebut, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan-
jabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat pegawai yang
memasuki Batas Usia Pensiun dan adanya pembentukan organisasi
baru. Oleh karenanya, diperlukan penambahan pegawai baru guna
menjaga kualitas pelayanan publik terutama di sektor pelayanan dasar

dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara.

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut kriteria penetapan kebutuhan adalah
pemberian pertimbangan guna memenuhi kebutuhan jenis dan
jumlah serta jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat dan
Daerah dalam rangka mewujudkan Nawacita dan mendukung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

2. Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah jabatan yang
melaksanakan tugas teknis dengan prioritas sektor pendidikan,
kesehatan, dan pembangunan di bidang infrastruktur, poros
maritim, ketahanan energi, ketahanan pangan, penegak hukum,
penanggulangan kemiskinan, serta program dukungan reformasi
birokrasi. Di samping itu, diadakan penetapan kebutuhan (formasi)
khusus untuk Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude), Penyandang
Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Dokter Spesialis,

Diaspora, Olahragawan/wati Berprestasi Internasional, serta
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Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer
Kategori-II yang memeuhi persyaratan.

Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan
untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan
manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Menteri di Kementerian;

b. Jaksa Agung;

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Kepala Badan Intelijen Negara;

e. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementerian,;

f. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga
Non Struktural;

g. Sekretaris Mahkamah Agung;

h. Gubernur di Instansi Daerah Provinsi;

i. Bupati/Walikota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan

j- Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: Sekretaris
Jenderal, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, Sekretaris Lembaga
Non Struktural, dan Sekretaris Daerah Provinsi dan
Kabupaten /Kota.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan
Lembaga Non Struktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat
daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan

Lembaga Teknis Daerah.
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Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri
seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri
seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu
mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan
tertentu.

Computer Assisted Test (CAT) adalah suatu metode seleksi/tes
dengan menggunakan komputer.

Daftar Nilai adalah daftar yang memuat nama peserta, kode jabatan,
kode pendidikan, kode Instansi, nomor ujian, nilai, dan peringkat

hasil seleksi.

. Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan Seleksi

Kompetensi Dasar. Untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2018, nilai ambang batas kelulusan (passing grade) akan
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tersendiri.

Pengelompokan penetapan kebutuhan/formasi jabatan adalah
proses kegiatan mengelompokan penetapan kebutuhan/formasi
jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama namun unit/satuan
kerja penempatannya berbeda;

Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional yang selanjutnya
disebut Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) adalah Panitia yang
dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan
seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional, yang secara
teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku
Ketua Tim Pelaksana.

Diaspora adalah Warga Negara Indonesia yang menetap di luar
Indonesia dan bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang
bukan merupakan penerima bantuan dari pemerintah.

Eks Tenaga Honorer Kategori Il adalah tenaga honorer yang terdaftar
dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi
persyaratan perundang-undangan yang berjumlah 438.590 (empat
ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh);

Tenaga Pendidik Eks Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga
honorer eks THK-2 yang telah bertugas sebagai Guru,;
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Tenaga Kesehatan Eks Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga
honorer eks THK-2 yang telah bertugas sebagai:

1) Dokter Umum/Spesialis,

2) Dokter Gigi/Spesialis,

3) Bidan,

4) Perawat,

S5) Perawat Gigi,

6) Apoteker,

7) Asisten Apoteker,

8) Pranata Laboratorium Kesehatan,
9) Teknik Elektromedis,

10) Perekam Medis,

11) Fisioterapis,

12) Radiografer,

13) Sanitarian,

14) Nutrisionis,

15) Epidemiolog Kesehatan,

16) Entomolog Kesehatan,

17) Refraksionis Optisien,

18) Administrator Kesehatan,

19) Penyuluh Kesehatan Masyarakat,

20) Analis Kesehatan,;

21) Penguji Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Tenaga Kesehatan
Lingkungan Kerja).

Menteri adalah  Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokra

C. PENYUSUNAN KEBUTUHAN

1.

4.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja;

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri
Sipil dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per
1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan jabatan;
Penyusunan kebutuhan memperhatikan Nawacita dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional,;

Hasil Penyusunan kebutuhan disampaikan oleh Instansi Pusat dan
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Daerah kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
melalui media elektronik dengan melampirkan dokumen rencana
strategis Instansi Pemerintah;

Rincian penetapan kebutuhan berisi nama jabatan, kualifikasi
pendidikan, jumlah alokasi, dan unit penempatan;

Nama jabatan Fungsional disusun berdasarkan nama jabatan
Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB
yang bersesuaian;

Nama jabatan Pelaksana disusun berdasarkan nama jabatan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25
Tahun 2016;

Kualifikasi Pendidikan untuk jabatan sebagaimana dimaksud angka
6 dan 7 merujuk nama program studi sebagaimana diatur dalam
Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi dan/atau

Pusdiknakes/LAM-PTKes.

. KEBIUAKAN PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERTIMBANGAN

KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

1.

Penetapan kebutuhan dialokasikan untuk Instansi Pusat dan

Instansi Daerah;

Alokasi penetapan kebutuhan (formasi) untuk Instansi Pusat

memperhatikan:

a. Usulan penetapan kebutuhan (formasi) dari
Kementerian/Lembaga;

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia
Pensiun/meninggal dunia/pindah Instansi tahun 2018;

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada/eksisting;

d. Rencana strategis; dan

e. Organisasi baru.

Alokasi penetapan kebutuhan (formasi) untuk Instansi Daerah

memperhatikan:

a. Usulan penetapan kebutuhan (formasi) dari Instansi Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia
Pensiun/meninggal dunia/pindah Instansi tahun 2018;

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada/eksisting;

d. Rasio belanja pegawai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;
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Rencana strategis, arah pembangunan, dan potensi daerah; dan

Kondisi geografis daerah (pegunungan dan kepulauan).

E. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) DAN JABATAN

1.

Jenis penetapan kebutuhan (formasi) dan jenis jabatan untuk

Instansi Pusat adalah sebagai berikut:

a.

Penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan
(formasi) khusus;
Penetapan kebutuhan (formasi) khusus terdiri dari:

1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian

(Cumlaude);
2) Penyandang Disabilitas;
3) Putra/Putri Papua dan Papua Barat;
4) Diaspora;
5) Olahragawan Berprestasi Internasional; dan
6) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga

Honorer Kategori-II yang memenuhi persyaratan.
Jenis jabatan untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dan
penetapan kebutuhan (formasi) khusus bagi Instansi Pusat
meliputi Jabatan Fungsional Tertentu dan jabatan teknis lain
yang merupakan tugas inti (core business) dari Instansi dan
mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional;

Jenis penetapan kebutuhan (formasi) dan jenis jabatan untuk

Instansi Daerah adalah sebagai berikut:

a.

Penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan

(formasi) khusus;

Penetapan kebutuhan (formasi) khusus terdiri dari:

1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian
(Cumlaude);

2) Penyandang Disabilitas;

3) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga
Honorer Kategori-II yang memenuhi persyaratan.

Jenis jabatan untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dan

penetapan kebutuhan (formasi) khusus bagi Instansi Daerah

meliputi Guru, Dokter, Perawat, serta jabatan-jabatan yang

berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.



F. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI)
KHUSUS
1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude)

dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

2.

Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude)
dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang
pendidikan Strata 1;

Bagi instansi pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 10
(sepuluh) persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan,;

Bagi instansi daerah dapat mengalokasikan paling banyak 5
(lima) persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan,;

Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam
Negeri dengan predikat dengan pujian (cumlaude) dan berasal
dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi
terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;

Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat
mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat
keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara
dengan huruf d dari Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;

Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan
kebutuhan (formasi) khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik
(Cumlaude) disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan
(formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan
(formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang

sama.

Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Instansi wajib mengalokasikan penetapan kebutuhan

(formasi) jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan
yang dapat dilamar oleh peserta penyandang disabilitas

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan;

b. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang

disabilitas untuk instansi pusat paling sedikit 2 (dua) persen
dari total formasi dengan jabatan disesuaikan dengan

kebutuhan pada masing-masing instansi;



Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang
disabilitas untuk instansi daerah paling sedikit 1 (satu)
persen dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada
masing-masing instansi;

Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan
kebutuhan (formasi) khusus penyandang disabilitas
disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi)
tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan
(formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan
yang sama.

Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib
melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan
jenis/tingkat disabilitasnya;

Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-
rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35
(tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

Panitia penyelenggara dan/atau Badan Kepegawaian Negara
menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan
Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;
Bagi peserta penyandang disabilitas Tuna Netra diberikan
tambahan waktu Seleksi Kompetensi Dasar sampai dengan
120 (seratus dua puluh) menit; dan

Panita instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan
pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk
memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis

disabilitas yang disandang.

3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Calon pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua

b.

Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau
ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau
surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat
dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku; dan
Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan
kebutuhan (formasi) khusus Putra/Putri Papua dan Papua

Barat disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi)
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tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan
(formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan

yang sama.

Diaspora, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang menetap di
luar Indonesia dan memiliki Paspor Indonesia yang masih
berlaku serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya
yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang
bersangkutan bekerja minimal selama 2 (dua) tahun.
Kementerian Luar Negeri menerbitkan surat keterangan
pelamar Diaspora bebas dari permasalahan hukum;
Dialokasikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) jabatan
Peneliti, Dosen, dan Perekayasa dengan pendidikan sekurang-
kurangnya Strata 2. Khusus untuk Perekayasa dapat dilamar
dari lulusan Strata 1;

Pelamar tidak sedang menempuh post doctoral yang dibiayai
oleh Pemerintah;

Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan
kebutuhan (formasi) khusus Diaspora disyaratkan agar pada
penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula
untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan jabatan
dan kualifikasi pendidikan yang sama.

Penyetaraan ijazah diaspora bagi lulusan Perguruan Tinggi
Luar Negeri oleh Kementerian yang menangani urusan Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan setelah
yang bersangkutan dinyatakan lulus akhir dalam rangka
pertimbangan NIP dari BKN;

Pendaftaran dilaksanakan secara daring/online di bawah
koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan
Badan Kepegawaian Negara;

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi
Kompetensi Bidang dilaksanakan di Jakarta di bawah
koordinasi Kementerian/Lembaga dan Badan Kepegawaian

Negara;
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i. Instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi untuk
memastikan yang bersangkutan tidak terafiliasi pada ideologi
yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Olahragawan/Olahragawati Berprestasi Internasional

dikoordinasikan oleh Menteri yang membidangi urusan Pemuda

dan Olahraga merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri

Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan

dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan

Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer

Kategori-II, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang
terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan
memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga
Pendidik atau Tenaga Kesehatan;

b. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a merujuk pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2005 bagi Tenaga Pendidik, serta
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 bagi Tenaga
Kesehatan;

c. Selain persyaratan sebagaimana tersebut huruf b, pelamar
harus memenuhi persyaratan, antara lain:

1) wusia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018,
masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai
sekarang;

2) bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata 1 yang
diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer
Kategori II pada tanggal 3 November 2013;

3) Dbagi Tenaga Kesehatan minimal berijazah Diploma III
yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga

Honorer Kategori Il pada tanggal 3 November 2013;
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4) memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer
Kategori II Tahun 2013, dan
5) memiliki Kartu Tanda Penduduk.

d. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib
memverifikasi kebenaran dokumen Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II
sebagaimana tersebut huruf c) sebelum pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Dasar;

e. Mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks Tenaga Honorer
Kategori II, dilakukan secara tersendiri dibawah koordinasi
Badan Kepegawaian Negara;

f.  Pendaftar dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari
Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang telah diverifikasi
dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;

g. Pendaftar dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari
Eks Tenaga Honorer Kategori-II sebagaimana dimaksud huruf
g tidak diberlakukan Seleksi Kompetensi Bidang;

h. Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan
terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan

sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang.

G. PERSIAPAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1.

Jadwal

Jadwal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
diatur secara bersama antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan ditembuskan kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah = Daerah  dibebankan  pada
anggaran Badan Kepegawaian Negara dan anggaran masing-masing
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

3. Prinsip Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
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a. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan
penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas
kelulusan (passing grade);

b. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau
sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak
ada pilih kasih;

c. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi, dan
penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil
seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;

d. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran,
pelaksanaan  seleksi, pengolahan  hasil seleksi, serta
pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;

e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam arti
seluruh proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil harus terhindar
dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan

f. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya
apapun dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang
meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan,
dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali diatur dalam
peraturan di masing-masing Instansi yang ditandatangani oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Tujuan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

a. Memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang:

1) Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara
pelayanan publik;

2) Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

3) Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan
kapasitas dan kinerja organisasi; dan

4) Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai
dengan tuntutan jabatan.

b. Mewujudkan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang
kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih
dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bebas dari
intervensi politik; dan

c. Memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagai Calon Pegawai

Negeri Sipil.
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5. Persiapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

a.

Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional
dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional di bawah koordinasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana;

Setiap Instansi membentuk Panitia/Tim Pelaksana Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Instansi yang ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian;

Susunan Panitia/Tim yang telah dibentuk sebagaimana tersebut
huruf b, harus disampaikan kepada Menteri PANRB dan Kepala
BKN;

Setiap Instansi harus membentuk call center dan help desk dalam
rangka melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan
serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pelaksanaan seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Daerah
dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di
Daerah; dan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menetapkan nilai ambang batas kelulusan (passing

grade) Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

H. PENGUMUMAN LOWONGAN DAN SISTEM PENDAFTARAN

1.

Instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang antara
lain berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan,
kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran;

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas
(SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan
Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang
terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes;
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Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam database
Badan Kepegawaian Negara yang berjumlah 438.590 (empat ratus
tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) yang memenuhi
persyaratan perundang-undangan dapat mendaftar pada penetapan
kebutuhan (formasi) umum pengadaan CPNS Tahun 2018;

Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan, kecuali
persyaratan akreditasi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam
angka 3;

Pendaftaran peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan
serentak secara daring/online oleh Panitia Seleksi Nasional yang
secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara
melalui portal pendaftaran daring/online (sscn.bkn.go.id);

Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi
Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;

Instansi Pusat dalam rangka pendaftaran penerimaan dan
pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungannya masing-masing, dapat mengatur cara
pengelompokan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang
sama, namun unit/satuan kerja penempatannya berbeda;
Pengaturan sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) harus
dilengkapi dengan surat pernyataan dari peserta yang bersedia
ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Instansi yang
bersangkutan;

Instansi dan BKN wajib memastikan bahwa rincian formasi yang
terdapat dalam portal SSCN BKN adalah sama dengan rincian
formasi yang ditetapkan Menteri;

Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan formasi
sebagaimana  tersebut angka 8, instansi pusat harus
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri dan

ditembuskan kepada Kepala BKN.

Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

1.

Seleksi Administrasi
a. Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen
pelamar dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai

Negeri Sipil Instansi
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b. Dalam hal instansi melakukan verifikasi kualifikasi pendidikan

dan program studi dilakukan secara cermat dan teliti sesuai

dengan ketentuan yang dimaksud pada bagian C (Penyusunan

Kebutuhan) angka 6, 7, dan 8;

c. Pelamar dapat mengikuti seleksi apabila dinyatakan lulus seleksi

administrasi oleh Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri

Sipil Instansi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

a. Materi Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

meliputi:

1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan

pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

a)
)
)
)
)

a o o

D

Nasionalisme;

Integritas;

Bela Negara;

Pilar negara;

Bahasa Indonesia;

Pancasila;

Undang-Undang Dasar 1945;

Bhinneka Tunggal Ika; dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara
Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa
Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan

kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

2) Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:

a)

b)

e)

Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan
informasi secara lisan maupun tulisan;

Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan
operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di
antara angka-angka;

Kemampuan figural yaitu kemampuan yang berhubungan
dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa
gambar, simbol, dan diagram;

Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan
penalaran secara runtut dan sistematis; dan

Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai

suatu permasalahan secara sistematik.

3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
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Pelayanan publik;

Sosial budaya,;

Teknologi informasi dan komunikasi;
Profesionalisme;

Jejaring kerja;

Integritas diri;

Semangat berprestasi;

Kreativitas dan inovasi;

Orientasi pada pelayanan;

Orientasi kepada orang lain;

Kemampuan beradaptasi;

Kemampuan mengendalikan diri;

Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan

Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain

Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar

Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted

Test (CAT) dengan tahapan sebagai berikut:

1)

4)

Instansi berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian
Negara selaku Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS dalam
pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar di masing-masing
Instansi menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi;

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar seluruh peserta
disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara
selaku Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing instansi;

Instansi dan BKN harus memastikan bahwa hasil Seleksi
Kompetensi Dasar yang diumumkan untuk seluruh peserta
sebagaimana tersebut angka 3 adalah sama dengan hasil
Seleksi Kompetensi Dasar yang ditampilkan pada layar
monitor kepada peserta pada waktu pelaksanaan Seleksi

Kompetensi Dasar;
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6)

7)

8)

9)

3. Seleksi
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Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana
PANSELNAS menyediakan informasi hasil Seleksi Kompetensi
Dasar;

Pengumuman hasil/kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Instansi dan
diumumkan oleh masing-masing instansi berdasarkan hasil
sebagaimana tersebut angka 3);

Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud
pada angka 6) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai
seleksi kompetensi dasar.

Apabila peserta seleksi memperoleh nilai total seleksi kompetensi
dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai
yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai tes
karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan
kebangsaan;

Apabila tersebut angka 8) masih terdapat beberapa peserta
memperoleh nilai yang sama dan berada pada ambang batas
jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud

diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang.

Kompetensi Bidang

a. Materi Seleksi Kompetensi Bidang:

1)

2)

3)

4)

5)

Materi seleksi kompetensi bidang untuk jabatan fungsional disusun
oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam
bank soal CAT BKN;

Materi Seleksi Kompetensi Bidang untuk jabatan pelaksana yang
bersifat teknis dapat menggunakan soal Seleksi Kompetensi Bidang
yang rumpunnya bersesuaian dengan Jabatan Fungsional terkait;
Materi Seleksi Kompetensi Bidang pada Instansi Pusat selain
dengan CAT dapat berupa: tes potensi akademik, tes praktik kerja,
tes bahasa asing, tes fisik/kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan
jiwa, dan/atau wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh
jabatan, dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis tes;

Materi Seleksi Komptensi Bidang untuk jenis formasi Olahragawan
Berprestasi Internasional menggunakan wawancara;

Materi Seleksi Kompetensi Bidang yang dapat menggugurkan
seleksi wajib dicantumkan dalam pengumuman persyaratan

pendaftaran masing-masing instansi.
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b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang

1) Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang

2)

ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan
masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi
Kompetensi Dasar;
Instansi dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang
sebelum dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar dengan
sistem Computer Assisted Test (CAT) setelah mendapat
persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;
Bagi instansi pusat yang tidak menyelenggarakan Seleksi
Kompetensi Bidang dengan menggunakan sistem Computer
Assisted Test (CAT), dapat menggunakan sekurang-kurangnya
2 (dua) bentuk tes, sebagaimana tersebut pada huruf a angka
3) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Instansi Pusat wajib menetapkan pedoman/panduan
pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang dan menyampaikan
kepada Menteri PANRB dengan tembusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim  Pelaksana
PANSELNAS, sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar
dimulai;
Instansi Daerah yang menyelenggarakan seleksi kompetensi
bidang tambahan selain dengan CAT, wajib menetapkan
pedoman/panduan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang
dan menyampaikan kepada Menteri PANRB dengan tembusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim
Pelaksana PANSELNAS, sebelum pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Dasar dimulai;
Instansi harus berkoordinasi dengan Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim  Pelaksana
PANSELNAS dalam hal pelaksanaan dan penyampaian hasil
Seleksi Kompetensi Bidang;
Instansi harus menyampaikan hasil Seleksi Kompetensi
Bidang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku

Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS;
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- 20 -

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di masing-masing
Instansi menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi;

Panitia Seleksi Nasional dapat membatalkan hasil kelulusan
Seleksi Kompetensi Bidang apabila penyelenggaraannya tidak
sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;

Dalam hal terjadi pembatalan hasil Seleksi Kompetensi
Bidang, Instansi diberikan kesempatan untuk melaksanakan
Seleksi Kompetensi Bidang wulang, setelah medapat
persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di Instansi Daerah
wajib menggunakan CAT;

Dalam hal terdapat jabatan yang Dbersifat sangat
teknis/keahlian khusus, seperti: Pranata Komputer, instansi
daerah dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang
dalam bentuk tes praktik kerja;

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana
tersebut angka 11 difasilitasi oleh Badan Kepegawaian
Negara. Dalam hal Instansi Daerah siap untuk
menyelenggarakan secara Mandiri, pelaksanaannya harus

dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

J. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN KELULUSAN
1. Pengolahan Hasil Seleksi

a.

C.

Bobot nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi

Bidang adalah 40% dan 60%;

Dalam hal instansi melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang

dengan CAT, hasil Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT

merupakan nilai utama dengan bobot serendah-rendahnya

50% dari bobot nilai Seleksi Kompetensi Bidang;

Apabila instansi pusat menambah Seleksi Kompetensi Bidang

dalam bentuk:

1) wawancara dan/atau tes praktik kerja, bobot yang
diberikan paling tinggi masing-masing 25% dari total
nilai/hasil Seleksi Kompetensi Bidang;

2) lebih dari 2 (dua) jenis Seleksi Kompetensi Bidang
(wawancara, tes praktik kerja tes potensi akademik, tes

bahasa asing, tes fisik/kesamaptaan, psikotes, tes
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kesehatan jiwa), bobot masing-masing tes dibagi secara

proporsional;

d. Dalam hal instansi pusat tidak melaksanakan Seleksi

Kompetensi Bidang dengan CAT, maka:

1) Dapat melaksanakan tes jenis lainnya dengan bobot
maksimal 40% untuk jenis wawancara dan tes praktik
kerja, dan wajib menambah minimal 1 (satu) jenis tes
lainnya dengan bobot sekurang-kurangnya 20% dari total
nilai/hasil Seleksi Kompetensi Bidang;

2) Dapat melaksanakan tes jenis lainnya dengan bobot
maksimal 40% untuk jenis wawancara atau tes praktik
kerja, dan wajib menambah minimal 1 jenis tes lainnya
dengan bobot sekurang-kurangnya 60% atau dibagi
secara proporsional dari total nilai/hasil Seleksi
Kompetensi Bidang;

3) Dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang selain
wawancara atau praktik kerja, sekurang-kurangnya 2 (dua)
jenis tes dengan bobot masing-masing tes dibagi secara
proporsional dari total nilai/hasil Seleksi Kompetensi Bidang;

Instansi daerah hanya diperkenankan menambah 1(satu)

jenis tes selain Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT dan

diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai/hasil Seleksi

Kompetensi Bidang, sehingga bobot nilai Seleksi Kompetensi

Bidang dengan CAT menjadi 60% dari total nilai/hasil Seleksi

Kompetensi Bidang;

Putra/putri daerah setempat yang mendaftar formasi umum

untuk jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada satuan unit

kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil,
tertinggal, dan tidak diminati berdasarkan data Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan

Kementerian Agama diberikan tambahan nilai pada Seleksi

Kompetensi Bidang sebesar 10 (sepuluh) dari total nilai

Seleksi Kompetensi Bidang;

Putra/putri daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam

huruf f dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga atau

yang bersangkutan memiliki ijazah SD/SMP/SMA di wilayah
yang sama pada satuan unit kerja di Kecamatan/Distrik yang
dilamarnya;

Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki

sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan
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dan Kebudayaan, tidak diperlukan mengikuti Seleksi
Kompetensi Bidang;

Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud huruf h
ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang yang
nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang;
Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki
sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal
dimaksud huruf i, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai
passing grade Seleksi Kompetensi Dasar dalam batas jumlah
formasi;

Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing yang
hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara
selaku Tim Pelaksana PANSELNAS dalam bentuk softcopy
dan hardcopy. Selanjutnya, softcopy- disampaikan pula
kepada Tim Pengarah (Sekretariat);

Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan
nilai Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh Badan

Kepegawaian Negara selaku Tim Pelaksana PANSELNAS; dan

. Hasil pengolahan sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima)

disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
masing-masing dan Ketua Tim Pengarah (Sekretariat) beserta

Tim Pengawas secara daring/online.

2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan

a. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi

C.

Dasar didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan

(passing grade);

Nilai ambang batas kelulusan (passing grade) Seleksi

Kompetensi Dasar diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

secara tersendiri;

Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang

sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan

Seleksi Kompetensi Bidang, maka penentuan kelulusan akhir

secara berurutan didasarkan pada:

1) Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang lebih
tinggi;

2) Apabila tersebut angka 1) masih sama, maka penentuan

kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari
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nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi
Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);

3) Apabila tersebut angka 2) masih sama, maka penentuan
kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan
Diploma/Sarjana/Magister, sedangkan untuk lulusan
SMA /sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di
ijazah; dan

4) Apabila tersebut angka 3) masih sama, penentuan
kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.

Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat
diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada
jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta
memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade)
formasi umum yang berperingkat terbaik;
Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat
diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan
formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi
pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang
batas kelulusan (passing grade) formasi umum yang
berperingkat terbaik;

Khusus untuk instansi daerah, apabila tahapan huruf d dan

e masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi

dari peserta yang mendaftar pada formasi umum lainnya yang

jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian serta
memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade)
formasi umum yang berperingkat terbaik;

Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi

nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi

Bidang dari Badan Kepegawaian Negara.

Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang
dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi
pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat
surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang

bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan
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apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak
TMT PNS;

j- Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf
i) tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap
mengundurkan diri;

k. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari
terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya
yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian
harus mengumumkan  pembatalan  kelulusan yang
bersangkutan;

1. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir
seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian
mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan
sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai

Negeri Sipil untuk periode berikutnya.

K. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN
1. Pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses
pelaksanaan seleksi diatur sebagai berikut:
a. Pengawasan Internal Lingkup Nasional
Pengawasan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan
Seleksi Kompetensi Bidang internal lingkup nasional
dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional; dan
b. Pengawasan Internal Lingkup Instansi
Pengawasan pelaksanaan seleksi lingkup Instansi secara
fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat
Utama/Inspektorat Pengawasan Umum/Inspektorat pada
Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah
2. Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaporkan
pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil paling lambat 1
(satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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L. PENUTUP
Demikian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab oleh masing-masing
Pejabat Pembina Kepegawaian baik di Instansi Pusat maupun Instansi

Daerah.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang

Mengingat

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju,
mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada
masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan
mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional,
membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil
Negara;

bahwa untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan
pegawai Aparatur Sipil Negara yang dinamis perlu disusun
pengaturan yang bersifat nasional dan berkelanjutan
mengenai pelaksanaan pengadaan pegawai Aparatur Sipil
Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
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-2

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik
dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang menjadi ciri seorang Pegawai Negeri
Sipil Republik Indonesia.

2. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan
karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan,
keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu
menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu
jabatan.
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Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi dan jabatan.

Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat
SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan
karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang
Pegawai Negeri Sipil.

Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat
SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan
karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan,
keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu
menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu
jabatan tertentu.

Tes Berbasis Komputer (Computer Assisted Test) Badan
Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN
adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer
yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang
memenuhi standar minimal kompetensi.

Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran
terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam
pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah
kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap
pelamar.

Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang
diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan
terhadap pengumuman hasil seleksi.

Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan
hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia
pengadaan ASN dengan disertai bukti yang dapat diakui
kebenarannya.

Masa Perjanjian Kerja adalah jangka waktu perjanjian
kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
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Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi
Daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat
BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara
secara nasional.

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah
panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan
dan menyelenggarakan seleksi calon Aparatur Sipil
Negara secara nasional.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb
adalah  pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga mnegara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF
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adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan = pelayanan  fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

28. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Pasal 2
Pengadaan Pegawai ASN bertujuan untuk:
a. pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN yang tepat sasaran,
tepat jumlah, dan tepat guna; dan
b. peningkatan kualitas pelayanan  publik untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3
Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. kompetitif;
b. adil;
c. objektif;
d. transparan;
e. Dbersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
f.  tidak dipungut biaya.

BAB II

PENGADAAN
Pasal 4

Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan untuk memperoleh

ASN yang:

a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara
pelayanan publik;

b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan
kapasitas dan kinerja organisasi;

d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai
dengan tuntutan Jabatan; dan

e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas

organisasi.
Pasal 5
(1) Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas:
a. PNS; dan
b. PPPK.

(2) Jenis Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku bagi:
a. JF; dan
b. Jabatan Pelaksana.

(3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.



(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(3)

Pasal 6

Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan
kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara
nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan
Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan
kebutuhan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1
(satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disusun dengan
mempertimbangkan:
a. kebutuhan organisasi; dan
b. ketersediaan anggaran belanja pegawai sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada sistem
elektronik.
Kebutuhan Pegawai ASN ditetapkan dengan Keputusan
Menteri setelah memperhatikan pendapat menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan dan pertimbangan teknis kepala BKN.

Pasal 7
Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dilakukan:
a. secara nasional; atau
b. tingkat instansi.
Pengadaan ASN secara nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengisi
kebutuhan ASN pada:
a. Jabatan Pelaksana; dan
b. JF jenjang pemula, terampil, ahli pertama, dan ahli
muda.
Pengadaan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
a. Panselnas;
b. panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN;
dan
c. instansi pembina JF.
Pengadaan ASN tingkat instansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengisi
kebutuhan PPPK pada JF.
Pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah
mendapatkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
Pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan oleh:
a. panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN;
dan/atau
b. instansi pembina JF,
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dengan melibatkan unsur dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara dan BKN.

Pasal 8
(1) Jenis penetapan kebutuhan Pegawai ASN dibagi menjadi:
a. penetapan kebutuhan umum; dan/atau
b. penetapan kebutuhan khusus.
(2) Jenis penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9
Dalam hal terjadi keadaan kahar, Menteri dapat menetapkan
mekanisme pengadaan Pegawai ASN untuk keadaan kahar.

BAB III
PANITIA PENGADAAN ASN

Bagian Kesatu
Panselnas

Pasal 10
Dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan Pegawai ASN
secara nasional, Menteri membentuk Panselnas.

Pasal 11
(1) Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
diketuai oleh Kepala BKN.
(2) Susunan Panselnas terdiri atas:
tim pengarah;
tim pelaksana;
tim pengawas;
tim audit teknologi;
tim pengamanan teknologi;
tim penjamin mutu;
sekretariat tim pengarah; dan
tim penyusun naskah soal seleksi.

500 A0 TP

Pasal 12

(1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf a bertugas memberikan arahan terkait
kebijakan pengadaan Pegawai ASN.

(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf b bertugas melaksanakan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pencapaian
tujuan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN yang
objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

(3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf c bertugas menyusun desain pengawasan
pengadaan Pegawai ASN.

(4) Tim audit teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf d memiliki tugas melakukan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka audit teknologi
pengadaan Pegawai ASN.
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Tim pengamanan teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e bertugas melakukan
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka
pengamanan teknologi pengadaan Pegawai ASN.

Tim penjamin mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf { memiliki tugas menyusun
perencanaan pelaksanaan dan menjamin seluruh proses
pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai ASN sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sekretariat tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf g bertugas memberikan
dukungan administratif kepada tim pengarah dalam
rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan Pegawai
ASN.

Tim penyusun naskah soal seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h bertugas
menyusun naskah soal seleksi pada pengadaan Pegawai
ASN.

Pasal 13

Tim Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Bagian Kedua
Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN di

Instansi Pemerintah, PPK membentuk susunan dan

mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan

Pegawai ASN.

Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan
Pegawai ASN setelah mendapatkan jadwal
pelaksanaan seleksi secara nasional dengan
berkoordinasi dengan Panselnas;

b. mengumumkan pengadaan Pegawai ASN secara
terbuka;

c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas
lamaran dan dokumen persyaratan lainnya
sebagaimana tercantum dalam pengumuman;

d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB
untuk pengadaan PNS;

e. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi
kompetensi dan wawancara untuk pengadaan
PPPK;

f.  melaksanakan SKD dan SKB untuk pengadaan
PNS;

g. melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara
untuk pengadaan PPPK;

h. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil
SKD, dan hasil SKB untuk pengadaan PNS;

i. mengumumkan hasil seleksi administrasi serta
hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara
untuk pengadaan PPPK; dan
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j-  mengusulkan seleksi Kompetensi Bidang tambahan

dan/atau seleksi Kompetensi Teknis tambahan jika
diperlukan kepada Menteri untuk mendapatkan
persetujuan.

BAB IV
TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15
Pengadaan Pegawai ASN secara nasional dilakukan
melalui tahapan:
perencanaan;
pengumuman lowongan;
pelamaran;
seleksi;
pengumuman hasil seleksi;
pengangkatan sebagai calon PNS dan pengangkatan
sebagai PPPK;
g. masa percobaan bagi calon PNS; dan
h. pengangkatan calon PNS menjadi PNS.
Pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan
melalui tahapan:
perencanaan;
pengumuman lowongan;
pelamaran;
seleksi;
pengumuman hasil seleksi; dan
pengangkatan sebagai PPPK.

;O Q0o

;0o Q0o

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 16
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit
meliputi:
a. jadwal pengadaan Pegawai ASN; dan
b. prasarana dan sarana pengadaan Pegawai ASN.
Jadwal pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a di Instansi Pemerintah ditetapkan
oleh PPK dan ketua Panselnas sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing.
Jadwal pengadaan Pegawai ASN pada tingkat instansi
ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan
dari Kepala BKN.
Jadwal pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh masing-
masing Instansi Pemerintah.
Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditembuskan kepada Menteri dan Kepala BKN.
Prasarana dan sarana pengadaan Pegawai ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit meliputi:
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a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, dan
petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan Pegawai
ASN;

b. sarana yang diperlukan wuntuk pelaksanaan
pengadaan Pegawai ASN; dan

c. prasarana dan sarana bagi pelamar.

Pasal 17

Perencanaan prasarana dan sarana pengadaan Pegawai

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf b dilaksanakan oleh:

a. Panselnas; dan

b. panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN.

Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

menetapkan dan mempersiapkan:

a. kebutuhan jumlah, jenis Jabatan, dan unit
penempatan Pegawai ASN;

b. mekanisme seleksi Pegawai ASN;

c. SSCASN dan sistem CAT BKN yang bekerja sama
dengan tim audit teknologi dan tim pengamanan
teknologi Panselnas untuk menjamin kehandalan
dan keamanan sistem;

d. sistem pengolahan nilai;

e. petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan Pegawai
ASN;

f.  pengolahan hasil kelulusan akhir;

g. pemberkasan dan penetapan nomor induk Pegawai
ASN; dan

h. layanan bantuan serta media sosial resmi.

Selain perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16, panitia seleksi instansi pengadaan

Pegawai ASN menyediakan layanan bantuan serta media

sosial resmi.

Layanan bantuan serta media sosial resmi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam SSCASN.

Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat

melakukan:

a. pengelompokan kebutuhan bagi Instansi Pusat jika
diperlukan;

b. penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Bidang
tambahan untuk Pengadaan PNS jika diperlukan;

c. penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Bidang
selain menggunakan CAT BKN untuk pengadaan
PNS jika diperlukan;

d. penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Teknis
tambahan untuk Pengadaan PPPK jika diperlukan;
dan

e. penyusunan pedoman seleksi untuk pengadaan
Pegawai ASN pada tingkat instansi jika diperlukan.

Pasal 18
Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan
memperhatikan:
a. usulan dari Instansi Pemerintah; dan
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b. pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Penetapan kebutuhan untuk pengadaan Pegawai ASN
pada  tingkat instansi, selain  memperhatikan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) juga
memperhatikan rekomendasi perhitungan kebutuhan
dari Instansi Pembina JF.

Pasal 19
Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (5) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Instansi
Pusat.
Instansi Pusat dapat mengelompokan kebutuhan yang
memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama
dalam unit/satuan kerja penempatan yang berbeda.
Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada SSCASN dan dicantumkan dalam
pengumuman lowongan pada setiap Instansi Pusat.
Pelamar yang melamar pada kebutuhan Jabatan yang
sudah dikelompokkan oleh Instansi Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), membuat/melengkapi surat
pernyataan yang berisi kesediaan ditempatkan di
seluruh unit/satuan kerja di lingkungan instansi yang
bersangkutan.

Pasal 20

Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN
dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan
tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang
disabilitas sesuai dengan ragam kedisabilitasannya.
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN
dan/atau BKN memberikan penambahan waktu dan
menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat
pelaksanaan  seleksi kompetensi bagi  pelamar
penyandang disabilitas sensorik netra.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 21
Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan
oleh Panselnas dan panitia seleksi instansi pengadaan
Pegawai ASN.
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN
mengunggah tautan pengumuman lowongan pada
pengadaan Pegawai ASN secara nasional melalui
SSCASN.
Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling singkat selama 15 (lima
belas) hari kalender.
Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit memuat:
a. jenis pengadaan;
b. nama Jabatan;
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jumlah lowongan Jabatan;

unit kerja penempatan;

kualifikasi pendidikan atau sertifikasi;

rentang penghasilan per Jabatan;

deskripsi Jabatan;

alamat dan tempat lamaran ditujukan;

jadwal tahapan seleksi;

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
tata cara pendaftaran dan seleksi; dan

layanan bantuan serta media sosial resmi yang
dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.

—RC S SR O A0

Pasal 22
Dalam hal Instansi Pemerintah menyelenggarakan:
a. SKB tambahan untuk pengadaan PNS;
b. seleksi Kompetensi Teknis tambahan untuk
pengadaan PPPK;
c. SKB selain dengan CAT BKN yang diselenggarakan
oleh BKN; dan/atau
d. seleksi Kompetensi Teknis selain dengan CAT BKN
yang diselenggarakan oleh BKN,
pengumuman lowongan memuat jenis beserta bobot nilai
tes yang akan diselenggarakan.
Dalam hal terdapat jenis seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang menggugurkan, Instansi Pemerintah
harus mencantumkan keterangan dan  kriteria
pengguguran dalam pengumuman lowongan.
Instansi Pemerintah dan BKN wajib memastikan bahwa
rincian kebutuhan Pegawai ASN yang terdapat pada
SSCASN sama dengan rincian kebutuhan Pegawai ASN
yang ditetapkan Menteri.

Bagian Kelima
Pelamaran

Pasal 23

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan

yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan

memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan
paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat
melamar PNS;

b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling
tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu
pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan pada
saat melamar PPPK;

c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun
atau lebih;

d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
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Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta;

e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
atau terlibat politik praktis;

g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan
persyaratan Jabatan;

h. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan
sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari
lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan
yang mempersyaratkan,;

i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan
persyaratan Jabatan yang dilamar;
j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang
ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan

k. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang
ditetapkan oleh PPK.

(2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Instansi Pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan
usia paling tinggi pelamar PPPK dengan memperhatikan
Masa Perjanjian Kerja.

(4) Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(1), pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan
pelanggaran seleksi;

b. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN
yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor
induk pegawai;

c. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas
Jabatan yang dilamar untuk pelamar PPPK.

d. dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan
PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib
memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun
dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

e. ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada
huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25
(1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan secara daring
melalui SSCASN.
(2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan untuk pengadaan Pegawai ASN tingkat
instansi.
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(3) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis

pengadaan ASN yaitu:

a. PNS; atau

b. PPPK,

pada tahun anggaran yang sama.

(4) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis
Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.

(5) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diketahui melamar:

a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis
pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau

b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas
kependudukan yang berbeda,

yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat

dikenakan sanksi sesuai ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keenam
Seleksi

Paragraf 1
Tahapan Seleksi

Pasal 26
Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf
d untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
a. seleksi administrasi;
b. SKD; dan
c. SKB.

Pasal 27
Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf
d dan ayat (2) huruf d untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2
(dua) tahap:
a. seleksi administrasi; dan
b. seleksi kompetensi.

Paragraf 2
Seleksi Administrasi

Pasal 28

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf a dan Pasal 27 huruf a dilakukan untuk
mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi
dengan dokumen pelamaran.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan
Pegawai ASN.

(3) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN harus
mengumumkan hasil seleksi administrasi secara
terbuka.

(4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi,
pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
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Pelamar yang telah diumumkan Iulus seleksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
mengikuti SKD untuk pengadaan PNS atau seleksi
kompetensi untuk pengadaan PPPK.

Paragraf 3
Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

Pasal 29
Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat
(3), dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga)
hari kalender sejak hasil seleksi administrasi
diumumkan.
Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan melalui SSCASN.
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat
menerima atau menolak alasan Sanggahan yang
diajukan oleh pelamar.
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat
menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari
pelamar.
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat
menolak alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
Dalam hal alasan Sanggahan pelamar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia seleksi instansi
pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil
seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender
sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf 4
SKD

Pasal 30
SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
menggunakan CAT BKN.
SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang
dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar
PNS.
SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tes wawasan kebangsaan;
b. tes intelegensia umum; dan
c. tes karakteristik pribadi.

Pasal 31
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN
berkoordinasi dengan  ketua  Panselnas dalam
pelaksanaan SKD.
Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh ketua
Panselnas kepada PPK masing-masing Instansi
Pemerintah melalui SSCASN.
Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan
ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN
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dan diumumkan oleh setiap Instansi Pemerintah
berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada seluruh pelamar.

Instansi Pemerintah dan BKN wajib memastikan hasil
SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil
akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat
diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.
Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari
yang memenuhi Nilai Ambang Batas.

Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD
sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah
kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara
berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes
intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan
kebangsaan.

Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah
kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

Paragraf 5
SKB

Pasal 32
SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c
dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi
bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar
kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) mengikuti SKB.
SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
CAT BKN.
Instansi Pemerintah berkoordinasi dengan ketua
Panselnas dalam pelaksanaan SKB.

Paragraf 6
Materi SKB

Pasal 33

Materi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3), untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi
pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada
CAT BKN.

Materi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi
teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal
SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF
terkait.

Pasal 34

Selain Materi SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, materi SKB dapat berupa:

a.
b.

psikotes;
tes potensi akademik;
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tes kemampuan bahasa asing;

tes kesehatan jiwa;

tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;

tes praktek kerja;

uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
wawancara; dan/atau

tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

Paragraf 7
Ketentuan SKB

Pasal 35

Pelaksanaan SKB pada Instansi Pusat menggunakan

CAT BKN.

Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat

dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3

(tiga) jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, setelah

mendapat persetujuan Menteri.

Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambahan

selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai SKB secara
keseluruhan; dan

b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara
pada SKB selain dengan CAT BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling
tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai SKB secara
keseluruhan.

Pasal 36

Pelaksanaan SKB pada Instansi Daerah menggunakan

CAT BKN.

Dalam hal pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdapat Jabatan yang bersifat sangat

teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat
melaksanakan SKB tambahan paling banyak 1 (satu)
jenis/bentuk tes lain.

SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak merupakan tes wawancara.

Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB

tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan nilai utama dengan bobot paling
rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai SKB
secara keseluruhan; dan

b. SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan bobot paling tinggi 40% (empat puluh
persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.
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Pasal 37

Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan SKB

tambahan selain dengan CAT BKN menyusun pedoman

SKB tambahan.

Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. jenis tes;

b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes
dan kriteria penilaiannya;

c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap
jenis tes;

d. bobot penilaian setiap jenis tes;

e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak
menggugurkan; dan

f.  formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan
untuk tes dan/atau penilaian.

Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan

persetujuan dengan tembusan ketua Panselnas, paling

lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pengumuman

lowongan.

Paragraf 8
Seleksi Kompetensi

Pasal 38
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf b menggunakan CAT BKN.
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi
Jabatan.
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:
a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural.
Materi seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh instansi
pembina JF dan/atau instansi teknis Jabatan Pelaksana
untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal
CAT BKN.
Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf
c disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di
bawah koordinasi Panselnas untuk selanjutnya
diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.

Pasal 39
Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas.
Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
wawancara.
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Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode
CAT BKN.

Pasal 40
Dalam hal Instansi Pemerintah melaksanakan
pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi, Instansi
Pemerintah dapat melaksanakan seleksi kompetensi dan
wawancara selain menggunakan CAT BKN.
Instansi Pemerintah yang melaksanakan seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
mekanisme dan pedoman seleksi kepada Menteri untuk
mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala
BKN setelah mendapat rekomendasi pelaksanaan seleksi
dari instansi pembina JF paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum pengumuman lowongan.
Pedoman seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada standar kompetensi JF yang paling sedikit
memuat:
a. jenis seleksi kompetensi;
b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes
dan kriteria penilaiannya;
c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap
jenis tes;
d. Dbobot penilaian setiap jenis tes;
e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak
menggugurkan; dan
f.  formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan
untuk tes dan/atau penilaian.

Paragraf 9
Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Pasal 41

Instansi Pusat dapat melaksanakan seleksi Kompetensi

Teknis tambahan dengan menambahkan paling banyak

3 (tiga) jenis/bentuk tes setelah mendapatkan

persetujuan Menteri.

Dalam hal pelaksanaan seleksi Kompetensi Teknis

terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian

khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan seleksi

Kompetensi Teknis tambahan paling banyak 1 (satu)

jenis/bentuk tes setelah mendapat persetujuan Menteri.

Seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berupa tes

wawancara.

Dalam hal Instansi Pemerintah melaksanakan seleksi

Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. seleksi Kompetensi Teknis tambahan diberikan
bobot kumulatif paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari nilai seleksi Kompetensi Teknis secara
keseluruhan; dan

b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara
pada seleksi Kompetensi Teknis tambahan selain
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dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan bobot paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari nilai seleksi Kompetensi Teknis secara
keseluruhan.
Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi Nilai
Ambang Batas kumulatif seleksi Kompetensi Manajerial
dan Sosial Kultural serta Nilai Ambang Batas
Wawancara.
Seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian
dari seleksi Kompetensi Teknis.

Pasal 42
Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan seleksi
Kompetensi Teknis tambahan selain CAT BKN menyusun
pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf d.
Pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan selain
CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. jenis tes tambahan;
b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes
dan kriteria penilaiannya;
c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap
jenis tes;
d. Dbobot penilaian setiap jenis tes;
e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak
menggugurkan; dan
f.  formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan
untuk tes dan/atau penilaian.
Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan
persetujuan dengan tembusan ketua Panselnas, paling
lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pengumuman
lowongan.

Paragraf 10
Pengolahan Hasil Akhir Seleksi

Pasal 43
Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai
Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
Ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Bagi pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan
penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila
memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh instansi pembina
JF untuk mendapat persetujuan Menteri.
Instansi pembina JF dapat mengusulkan bobot sertifikat
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
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tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi
Kompetensi Teknis.

Pasal 44

Pengolahan hasil akhir seleksi terdiri atas:

a.

b.

(3)

(4)

pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk
pengadaan PNS; atau

pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan
wawancara untuk pengadaan PPPK.

Pasal 45

Pengolahan hasil SKB tambahan menjadi tanggung

jawab ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai

ASN yang hasilnya disampaikan kepada ketua

Panselnas.

Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 huruf a dilakukan oleh ketua Panselnas.

Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan

b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).

Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil

pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan
didasarkan pada:

a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;

b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan
secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik
pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes
wawasan kebangsaan yang tertinggi;

c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b
masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan
pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi
bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan
untuk lulusan sekolah menengah atas/sederajat
berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang
tertulis di ijazah; dan

d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c
masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada
usia pelamar yang tertinggi.

Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi

setelah  dilakukan  penentuan  kelulusan  akhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. Dbagi Jabatan pada kebutuhan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a belum
terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan
khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi
pendidikan, dan unit penempatan /lokasi
kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang
Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat
terbaik; dan

b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b belum
terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan
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khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi
pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi
kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang
Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan
berperingkat terbaik.

(6) Dalam hal Instansi Pemerintah telah melakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih
terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi
dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan
khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi
pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi
kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas
SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

(7) Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan
kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi
diberlakukan terbatas pada kebutuhan Jabatan yang
telah dikelompokkan tersebut.

Pasal 46
Hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a disampaikan
kepada ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN
masing-masing dan tim pengarah beserta tim pengawas

Panselnas secara daring, untuk selanjutnya diumumkan oleh
PPK.

Pasal 47

(1) Pengolahan hasil seleksi Kompetensi Teknis tambahan
menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi
pengadaan Pegawai ASN masing-masing yang hasilnya
disampaikan kepada ketua Panselnas.

(2) Pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan
wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf b dilakukan oleh ketua Panselnas.

(3) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan
kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;

b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada
nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial
Kultural yang tertinggi;

c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b
masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan
pada nilai wawancara yang tertinggi; dan

d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c
masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada
usia pelamar yang tertinggi.

(4) Dalam hal Instansi Pemerintah masih terdapat
kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar
pada Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari
unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta
memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat
terbaik.

(5) Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan
kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi
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diberlakukan terbatas pada kebutuhan Jabatan yang
telah dikelompokkan tersebut.

(6) Pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) berasal dari pelamar pada kebutuhan
kelompok Jabatan yang sama.

Pasal 48
Pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2) disampaikan kepada ketua panitia seleksi
instansi pengadaan Pegawai ASN masing-masing dan tim
pengarah beserta tim pengawas Panselnas secara daring,
untuk diumumkan oleh PPK.

Pasal 49

(1) Pengolahan hasil nilai akhir pada seleksi pengadaan
Pegawai ASN tingkat instansi menjadi tanggung jawab
ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN
masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada
Kepala BKN sebagai dasar penetapan kelulusan akhir
oleh Instansi Pemerintah.

(2) Hasil nilai akhir/kelulusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditembuskan kepada Menteri.

Paragraf 11
Larangan

Pasal 50

(1) Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan
kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai
ASN.

(2) Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau
melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh
melamar pada penerimaan ASN.

(3) Bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh ketua Panselnas.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 51

(1) Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN
dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan
pengolahan hasil nilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 dan Pasal 48.

(2) Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN
tingkat instansi dilakukan oleh PPK secara terbuka
berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-
masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri.



(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

- 24 -

Pasal 52
Panselnas dapat membatalkan hasil seleksi Pegawai ASN
jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman
yang telah ditetapkan.
Dalam hal terjadi pembatalan hasil seleksi ASN, Instansi
Pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan
ulang seleksi ASN setelah mendapat persetujuan dari
Menteri.
Pelaksanaan seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikoordinasikan oleh ketua Panselnas.

Pasal 53
Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat
mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari
kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan.
Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan melalui SSCASN.
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat
menerima atau menolak alasan Sanggahan yang
diajukan oleh pelamar.
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat
menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari
pelamar.
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat
menolak alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
Dalam hal panitia seleksi instansi pengadaan ASN
menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai
ASN melaporkan kepada ketua Panselnas untuk
mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman
hasil seleksi.
Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN
berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil
akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak
berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 54

PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan

pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam

hal pelamar:

a. mengundurkan diri;

b. dianggap mengundurkan diri karena tidak
menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas
waktu yang ditentukan;

c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;

d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau

e. meninggal dunia.

PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada

ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan

melampirkan:

a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
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b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari
PPK; atau
c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala
kelurahan/desa/kecamatan.
Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama
pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah
pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang
sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian
dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan
Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47.
PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti
dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara
terbuka.
Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
pengumuman hasil akhir.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan Calon ASN

Pasal 55

Pengangkatan calon ASN terdiri dari:

a.

b.

(1)

(2)

(5)

pengangkatan calon PNS; dan
pengangkatan calon PPPK.

Pasal 56

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 diangkat dan ditetapkan
sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat
persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai
dari Kepala BKN.

Dalam hal calon PNS yang akan diangkat berkedudukan
sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri
sebagai PPPK sebelum penetapan PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 diangkat sebagai calon PPPK.
Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK instansi
berdasarkan penetapan kebutuhan Menteri.
Pengangkatan calon PPPK pada jenjang ahli utama
ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan
usulan yang disampaikan oleh PPK.
Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk
mendapatkan nomor induk PPPK.
Dalam hal calon PPPK yang akan diangkat
berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan
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mengundurkan diri dari jabatan PPPK sebelumnya,
sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 58

Penerbitan nomor induk calon PNS atau PPPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan
Pasal 57 ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua
puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap
akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor
induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan
diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak
boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua)
tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

Pasal 59
Calon PNS atau PPPK yang telah mendapatkan nomor
induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1)
melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan
pengangkatan oleh PPK.
Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat
pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah
yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan
pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling
singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat
sebagai PNS.
Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya Masa
Perjanjian Kerja PPPK dengan PPK.
Dalam hal calon PNS atau PPPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap mengajukan pindah, calon PNS atau
PPPK dianggap mengundurkan diri.
Dalam hal terjadi perampingan organisasi pada Instansi
Pemerintah dan PPPK memiliki kompetensi yang masih
dibutuhkan, PPPK dapat dipindahkan pada unit yang
membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

Bagian Kesembilan
Perjanjian Kerja PPPK

Pasal 60

Masa Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (3) dengan ketentuan paling singkat 1

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

dan berdasarkan penilaian kinerja.

Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja antara PPPK dan

PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja,

kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan Jabatan pada

instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

Penentuan perpanjangan Masa Perjanjian Kerja

dilakukan berdasarkan pertimbangan:

a. jenis pekerjaan yang Dbersifat sementara,
membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu
tertentu;

b. jenis Jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan
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kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan
strategis nasional untuk kurun waktu tertentu;

c. prediksi beban kerja suatu Jabatan di unit
organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka
waktu tertentu;

d. ketersediaan anggaran instansi; dan/atau

e. batas usia pensiun sesuai dengan Jabatan yang
akan diisi.

Persetujuan perpanjangan Masa Perjanjian Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Kepala BKN.

Pasal 61

PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) kepada

pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk

menetapkan pengangkatan PPPK.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pada Instansi Pusat meliputi:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama di unit instansi
vertikal kementerian/lembaga; dan/atau

c. pejabat lain setingkat pejabat pimpinan tinggi
pratama yang memimpin satuan organisasi yang
mandiri.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pada Instansi Daerah provinsi meliputi:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan; dan/atau

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pada Instansi Daerah kabupaten/kota meliputi:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan daerah kabupaten/kota; dan/atau

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian.

Pemberian kuasa penetapan pengangkatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

PPK.

Bagian Kesepuluh
Masa Percobaan PNS

Pasal 62
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1)
wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 (satu)
tahun.
Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan
pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selama masa percobaan.
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
Biaya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibebankan pada Instansi Pemerintah.



(1)

(2)

- 28 -

Pasal 63

Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(4) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan
karena kondisi tertentu, pengangkatan calon PNS
menjadi PNS dapat dilakukan setelah calon PNS
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan
ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan,
sumber daya manusia pelatihan, dan/atau kebijakan
strategis nasional.

Bagian Kesebelas
Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 64
Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi
persyaratan:
a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
b. sehat jasmani dan rohani.
Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi
PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Calon ASN yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) diberikan gaji sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 66

Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan Pegawai
ASN dilakukan dengan ketentuan:

a.

b.

(1)

(2)

pengawasan pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai
ASN di lingkup nasional dilakukan oleh Panselnas; dan
pengawasan pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai
ASN di lingkup instansi secara fungsional dilakukan oleh
unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang
pengawasan internal instansi.

Pasal 67
PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling
lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan
Pegawai ASN kepada Menteri dan ketua Panselnas.
Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak disampaikan, usulan kebutuhan tahun anggaran
berikutnya menjadi pertimbangan Menteri.
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BAB VI
PENDANAAN

Pasal 68
Pendanaan pengadaan Pegawai ASN di Instansi Pusat
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara.
Pendanaan pengadaan Pegawai ASN di Instansi Daerah
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 654 Tahun 2021); dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 725 Tahun 2023),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

{ = ) Ditandatangani
Qi) Secara Elekironik oleh
Menteri

“Z2” Pendayagunaan
panrb Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 53 juli 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

<®#Kumummsﬂ

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 404
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 , Pasal
18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57,
Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81,
Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6),
Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor
S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen. ..
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Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan
pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai
negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar,
etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan

fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat
JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi

pemerintah.
8. Pejabat . . .
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Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki JPT.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki JA pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang
menduduki JF pada instansi pemerintah.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan
dengan bidang teknis Jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan
pengalaman  berinteraksi dengan  masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku dan budaya,
perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh
setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil
kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

16. Pejabat . . .
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Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat
PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan

instansi daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga

negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi
dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis
daerah.

Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian
yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA,
JF, atau JPT.

Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah
pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan

statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.

23. Batas . . .
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Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus
diberhentikan dengan hormat dari PNS.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,

umur, atau kondisi kecacatan.

Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya
disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT

yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

.Pendidikan  dan  Pelatihan  Terintegrasi yang

selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah
proses pelatihan untuk membangun integritas moral,
kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme
serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa

percobaan.

Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan Cuti,
adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan
dalam jangka waktu tertentu.

Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan
data mengenai pegawai ASN yang disusun secara
sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan

berbasis teknologi.

Sekolah ~Kader adalah sistem pengembangan
kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan
pejabat administrator melalui jalur percepatan
peningkatan jabatan.

30. Badan . ..
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30.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya
disingkat BKN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN
secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-
undang.

31.Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya
disingkat LAN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN
sebagaimana diatur dalam undang-undang.

32.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara.

Pasal 2

Manajemen PNS meliputi:

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;

c. pangkat dan Jabatan;

d. pengembangan karier;

pola karier;
f. promosi;
g. mutasi;
h. penilaian kinerja;

[y
.

penggajian dan tunjangan;

J- penghargaan;

k. disiplin,

l. pemberhentian;

m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan

n. perlindungan.

Pasal 3.
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Pasal 3

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi
pembinaan PNS berwenang menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
PNS.

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian PNS kepada:

a. menteri di kementerian;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah
nonkementerian;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara
dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

€. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat
pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi
madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a termasuk:
a. Jaksa Agung; dan
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b termasuk juga:
a. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
b. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c¢ termasuk juga Sekretaris Mahkamah
Agung.

BABII. ..
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BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis
Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Kedua
Penyusunan Kebutuhan

Pasal 5

Setiap  Instansi Pemerintah wajib menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS
berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban
kerja.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per
1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mendukung pencapaian tujuan
Instansi Pemerintah.

Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur berdasarkan rencana strategis Instansi
Pemerintah.

Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat 4)
mempertimbangkan dinamika/perkembangan
organisasi Kementerian/Lembaga.

Pasal 6

Analisis Jabatan dan analisis beban kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dilakukan oleh Instansi Pemerintah mengacu pada
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan lebih  lanjut mengenai pedoman
pelaksanaan analisis Jabatan dan analisis beban
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi
kebutuhan jumlah dan jenis:

a. JA;
b. JF; dan
c. JPT.

Pasal 8

Rincian kebutuhan PNS setiap tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan:

a. hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja;

b. peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang
menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan
PNS untuk setiap jenjang Jabatan; dan

c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah
penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja
pegawai.

Pasal 9

(1) Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada
Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan
dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah.

(2) Rincian penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk
penetapan kebutuhan PNS tahun berikutnya
disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada
Menteri dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan
Maret tahun sebelumnya.

(3) Dalam . .
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(3) Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran tahun
berikutnya yang mengakibatkan perubahan dalam
perencanaan kebutuhan PNS, penyampaian rincian
penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun
sebelumnya.

Pasal 10

(1) Penyusunan kebutuhan PNS dilaksanakan dengan
menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan
penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
penyusunan kebutuhan PNS diatur dengan Peraturan
Kepala BKN.

Bagian Ketiga
Penetapan Kebutuhan

Pasal 12

(1) Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh
Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan
pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan
teknis Kepala BKN.

(2) Pertimbangan teknis Kepala BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri
paling lambat akhir bulan Juli tahun sebelumnya.

(3) Berdasarkan . . .
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(3) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
menyusun rencana pemenuhan kebutuhan PNS

berdasarkan prioritas pembangunan nasional.

(4) Rencana pemenuhan kebutuhan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk dimintakan
pendapat paling lambat akhir bulan April untuk
rencana  pemenuhan kebutuhan PNS tahun

berikutnya.

(5) Pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri
paling lambat akhir bulan Mei untuk rencana
pemenuhan kebutuhan PNS tahun berikutnya.

(6) Penetapan kebutuhan PNS pada setiap Instansi
Pemerintah setiap tahun ditetapkan oleh Menteri
paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan. |

(7) Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usul dari:

a. PPK Instansi Pusat; dan

b. PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh

Gubernur.

Pasal 13

Dalam pemberian pertimbangan teknis Kepala BKN dan
penetapan kebutuhan PNS oleh Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memperhatikan:
a. untuk Instansi Pusat:

1. susunan organisasi dan tata kerja;

2.jenis . ..



e

Wy

“maaﬁﬁf'#

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12 -

. Jenis dan sifat urusan pemerintahan yang menjadi

tanggungjawabnya;

jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk
setiap jenjang Jabatan,;

jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia

Pensiun;

rasio jumlah antara PNS yang menduduki Jabatan
administrator, Jabatan pengawas, Jabatan
pelaksana, dan JF; dan

rasio antara anggaran belanja pegawai dengan

anggaran belanja secara keseluruhan.

untuk Instansi Daerah provinsi:

ek

data kelembagaan;

jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada
setiap jenjang Jabatan;

. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia

Pensiun;

rasio antara jumlah PNS dengan jumlah

kabupaten atau kota yang dikoordinasikan; dan

rasio antara anggaran belanja pegawai dengan

anggaran belanja secara keseluruhan.

untuk Instansi Daerah kabupaten/kota:

1.
2.

data kelembagaan;

luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi

daerah untuk dikembangkan;

. jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada

setiap jenjang Jabatan;

. jumlah PNS yang akan memasuki Batas Usia

Pensiun;

5. rasio. ..
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5. rasio antara jumlah PNS dengan jumlah
penduduk; dan

6. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan
anggaran belanja secara keseluruhan.

Pasal 14

Dalam hal kebutuhan PNS yang telah ditetapkan pada
Instansi Pemerintah tidak seluruhnya direalisasikan,
Menteri dapat mempertimbangkan sebagai tambahan
usulan kebutuhan PNS untuk tahun berikutnya.

BAB III
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan
berdasarkan pada  penetapan  kebutuhan PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 16

(1) Untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS
dilakukan secara nasional.

(2) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi
kebutuhan:
a. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan
Pelaksana;
b. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli
pertama dan JF ahli muda; dan

c. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada
JF pemula dan terampil.

Pasal 17 . ..
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Pasal 17

(1) Dalam rangka menjamin obyektifitas pengadaan PNS

(2)

(3)

(4)

secara nasional, Menteri membentuk panitia seleksi

nasional pengadaan PNS.

Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BKN.

Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a.

g.

kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara;

kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam
negeri,

kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan,;

kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan;

BKN;

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

dan/atau

kementerian atau lembaga terkait.

Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

mendesain sistem seleksi pengadaan PNS;
menyusun soal seleksi kompetensi dasar;

mengoordinasikan instansi pembina JF dalam
penyusunan materi seleksi kompetensi bidang;

merekomendasikan kepada Menteri tentang
ambang batas kelulusan seleksi kompetensi dasar

untuk setiap Instansi Pemerintah;

e. melaksanakan . . .
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e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-

sama dengan Instansi Pemerintah;

f. mengolah hasil seleksi kompetensi dasar;

g. mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar
dan seleksi kompetensi bidang;

h. menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi
kompetensi dasar dan mengintegrasikan hasil
seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi
bidang; dan

i. mengevaluasi dan mengembangkan sistem

pengadaan PNS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan
mekanisme kerja panitia seleksi nasional pengadaan
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di
Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi

instansi pengadaan PNS.

Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PyB.

Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;

b. unit kerja yang membidangi pengawasan;

c. unit kerja yang membidangi perencanaan;

d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
€. unit kerja lain yang terkait.

Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun . . .
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menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan
PNS;

mengumumkan jenis Jabatan yang lowong,
jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan
pelamaran;

melakukan seleksi administrasi terhadap berkas
lamaran dan dokumen persyaratan lainnya

sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi
kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;

melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-
sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan
PNS;

melaksanakan seleksi kompetensi bidang;

mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil
seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi

kompetensi bidang; dan

. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang

kepada panitia seleksi nasional.

Pasal 19

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dilakukan melalui tahapan:

a.
b.

o o o

™

perencanaan;
pengumuman lowongan;
pelamaran,;

seleksi;

pengumuman hasil seleksi;

pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon
PNS; dan

pengangkatan menjadi PNS.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 20

Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia
seleksi instansi pengadaan PNS menyusun dan
menetapkan perencanaan pengadaan PNS.

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. jadwal pengadaan PNS; dan

b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 21

Panitia seleksi nasional pengadaan PNS
mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara
terbuka kepada masyarakat.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. nama Jabatan;

b. jumlah lowongan Jabatan;
c. kualifikasi pendidikan; dan
d

Instansi Pemerintah yang membutuhkan Jabatan
PNS.

Pasal 22
Panitia seleksi instansi pengadaan PNS
mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara
terbuka kepada masyarakat berdasarkan

pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional
pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21.
(2) Pengumuman .
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(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari
kalender.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat:

a.
b.
c.
d.

g.

nama Jabatan;

jumlah lowongan Jabatan,;

unit kerja penempatan;

kualifikasi pendidikan;

alamat dan tempat lamaran ditujukan;
jadwal tahapan seleksi; dan

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 23

(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai
kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan
paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat
melamar;

tidak pernah dipidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
2 (dua) tahun atau lebih;

tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta;

d. tidak ...
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d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¢

tidak menjadi anggota atau pengurus partai
politik atau terlibat politik praktis;

f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan
persyaratan Jabatan;

g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan
persyaratan Jabatan yang dilamar;

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain
yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang

ditetapkan oleh PPK.

Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu,
yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 24

Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan
semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam
pengumuman.

Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi
tentang seleksi pengadaan PNS dari Instansi
Pemerintah yang akan dilamar.

Pasal 25

Penyampaian semua persyaratan pelamaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima paling

lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan

seleksi.

Bagian Kelima . . .
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Bagian Kelima

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

(1)

(2)

3)

(“4)

(9)

Pasal 26

Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. seleksi administrasi;
b. seleksi kompetensi dasar; dan
c. seleksi kompetensi bidang.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan
antara persyaratan administrasi dengan dokumen

pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai
kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki

oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.

Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi,
intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.

Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ dilakukan untuk menilai
kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki
oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang

sesuai kebutuhan Jabatan.

Pasal 27

Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan
seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen

pelamaran yang diterima.

(2) Panitia . . .
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(2) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS wajib
mengumumkan hasil seleksi administrasi secara
terbuka.

(3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi
persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak

lulus seleksi administrasi.

Pasal 28

(1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 mengikuti seleksi

kompetensi dasar.

(2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi
instansi pengadaan PNS bersama panitia seleksi

nasional pengadaan PNS.

(3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar
apabila memenuhi nilai ambang batas minimal
kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan

peringkat nilai.

Pasal 29

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi
dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

mengikuti seleksi kompetensi bidang.

(2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi
instansi pengadaan PNS.

(3) Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi
bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan

peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Pasal 30 . ..
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Pasal 30

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan
PNS dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis,
dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi
kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan Jabatan
pada Instansi Pemerintah.

Pasal 31

(1) Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh
panitia seleksi instansi pengadaan PNS kepada
panitia seleksi nasional pengadaan PNS.

(2) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan
hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil
seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi

bidang.

Pasal 32

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus
seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan
penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31.

Bagian Keenam

Pengangkatan Calon PNS dan
Masa Percobaan Calon PNS

Pasal 33

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 diangkat dan ditetapkan
sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat
persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai
dari Kepala BKN.

Pasal 34 . ..
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Pasal 34

(1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu)

tahun.

(2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan masa prajabatan.

(3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan
pelatihan.

(4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi
untuk membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan,
karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung
jawab, dan memperkuat profesionalisme serta

kompetensi bidang.

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

(6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala LAN.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala LAN.

Pasal 35

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani
masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi
pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketujuh . . .
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Bagian Ketujuh
Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 36
Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus
memenuhi persyaratan:

a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34; dan

b. sehat jasmani dan rohani.

Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 37

Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
diberhentikan sebagai calon PNS.

Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), calon PNS diberhentikan apabila:

mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
meninggal dunia;

c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat

sedang atau berat;

d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak

benar pada waktu melamar;

e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;

f. menjadi . . .
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f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
atau

g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada
saat diangkat menjadi PNS.

Pasal 38

Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 tewas, diberhentikan dengan hormat dan diberikan
hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Sumpah/Janji

Pasal 39

(1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS
wajib mengucapkan sumpah /janji.

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh
PPK.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan menurut agama atau kepercayaannya
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 40

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil,
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, negara, dan pemerintah;

bahwa . .
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bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai
negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri,

seseorang, atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang
menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya
rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat,

dan bersemangat untuk kepentingan negara”.

Pasal 41

(1) Dalam hal calon PNS Dberkeberatan untuk
mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang
agama atau kepercayaanya kepada Tuhan Yang Maha
Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji.

(2) Dalam hal calon PNS mengucapkan janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka frasa “Demi Allah, saya
bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa,
saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-
sungguh”.

(3) Bagi calon PNS yang beragama Kristen, pada akhir
sumpah/janji ditambahkan frasa yang berbunyi:
“Kiranya Tuhan menolong Saya”.

(4) Bagi . . .
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(4) Bagi calon PNS yang beragama Hindu, frasa “Demi
Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

(5) Bagi calon PNS yang beragama Budha, frasa “Demi
Allah“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti
dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Budha”.

(6) Bagi calon PNS yang beragama Khonghucu, frasa
“Demi Allah“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
diganti dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang
Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi,
Dipermuliakanlah”.

(7) Bagi calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen,
Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa “Demi Allah”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diganti
dengan kalimat lain yang sesuai dengan

kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 42
(1) Sumpah/janji diambil oleh PPK di lingkungannya
masing-masing.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk

mengambil sumpah /janji.

Pasal 43
(1) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dilakukan dalam upacara khidmat.
(2) Calon PNS yang nmengangkat sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh

seorang rohaniwan.

(3) Pengambilan . . .
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Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang
Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan
calon PNS yang mengangkat sumpah /janji.

Pejabat yang mengambil sumpah/janji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 mengucapkan
sumpah/janji kalimat demi kalimat dan diikuti oleh
calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.

Pada saat pengambilan sumpah/janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), semua orang yang hadir
dalam upacara diwajibkan berdiri.

Calon PNS yang telah mengucapkan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
menjadi PNS.

Pasal 44
Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat
berita acara tentang pengambilan sumpah/janji.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pejabat yang mengambil
sumpah/janji, PNS yang mengangkat sumpah/janji,
dan saksi.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk PNS yang mengangkat

sumpah /janji;
b. 1 (satu) rangkap untuk arsip Instansi Pemerintah

PNS yang bersangkutan; dan
c. 1 (satu) rangkap untuk arsip BKN.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis

pengadaan PNS diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

BABIV ...
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BAB IV
PANGKAT DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Pangkat dan Jabatan

Pasal 46

(1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan
tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan,
tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi
pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

(2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur

mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS.

Pasal 47

Jabatan PNS terdiri atas:
JA;
JF; dan

c. JPT.

Pasal 48

(1) Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan
JPT madya ditetapkan oleh Presiden atas usul
Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat

pertimbangan Menteri.

(2) Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA,
dan JF untuk masing-masing satuan organisasi
Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan
Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan

Menteri.

Pasal 49 . ..
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Pasal 49

(1) Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli
pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF
keterampilan jenjang terampil dapat dilakukan
melalui pengadaan PNS.

(2) Pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas,
JF keahlian jenjang ahli utama, JF keahlian jenjang
ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF
keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan
jenjang mahir, dan/atau JPT dapat dilakukan melalui
rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik
yang berasal dari internal Instansi Pemerintah

maupun PNS yang berasal dari Instansi Pemerintah
lain.

Bagian Kedua
Jabatan Administrasi

Paragraf 1
Jenjang, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas

Pasal 50
Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah
terdiri atas:
a. Jabatan administrator;
b. Jabatan pengawas; dan

c. Jabatan pelaksana.

Pasal 51

(1) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(2) Pejabat . . .



a@&?
%, 25

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

E@ﬁ#ﬂ‘#ﬁi

-31 -

(2) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf b bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelaksana.

(3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf c bertanggung jawab melaksanakan

kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 52
(1) Setiap pejabat administrasi harus menjamin
akuntabilitas Jabatan.
(2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi terlaksananya:

a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan
dengan baik dan efisien sesuai standar
operasional prosedur dan terselenggaranya
peningkatan kinerja secara berkesinambungan,
bagi Jabatan administrator;

b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang
dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar
operasional prosedur, bagi Jabatan pengawas; dan

c. kegiatan sesuai dengan standar operasional
prosedur, bagi Jabatan pelaksana.

Pasal 53

Pejabat administrasi dilarang rangkap Jabatan dengan
JF.

Paragraf 2

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 54

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan
administrator sebagai berikut:

a. berstatus . ..
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berstatus PNS;

memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling

rendah sarjana atau diploma IV;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;

memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas
paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang
setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai
dengan bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki;

setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan
hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di
instansinya; dan

sehat jasmani dan rohani.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus

sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.

(38) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan

pengawas sebagai berikut:

a.

b.

berstatus PNS;

memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling
rendah diploma III atau yang setara,;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;
memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana
paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang
setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai
dengan bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki;

e. setiap . . .
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e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f. memiliki Kompetensi  Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan
hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di
instansinya; dan

g. sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan
pelaksana sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling
rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang

setara;

c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait
dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan

dan pelatihan terintegrasi;
d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

e. memiliki  Kompetensi  Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai

dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
f. sehat jasmani dan rohani.

Bagi PNS yang berasal dari daerah tertinggal,
perbatasan, dan/atau terpencil yang akan diangkat
dalam Jabatan administrator pada Instansi
Pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan,
dan/atau terpencil, dikecualikan dari persyaratan
kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6) PNS . . .



(6)

(1)

(2)

Q

A
&

{aﬁ?ﬁaﬁf

Y
=
%\

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34 -

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat
pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat
dalam Jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah kader
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Presiden.

Pasal 55

Kompetensi Jabatan administrator, Jabatan
pengawas, dan Jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, ayat (3)
huruf f, dan ayat (4) huruf e meliputi Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural.

Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja

secara teknis.

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan.

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku,
dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 . ..
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Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

Pasal 56

(1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan
mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat
dalam JA yang lowong.

(2) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam JA
kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim
penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.

(3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi,
syarat Jabatan, penilaian atas prestasi Kkerja,
kepemimpinan, kerja sama, Kkreativitas, tanpa
membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

(4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JA.

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya
untuk menetapkan pengangkatan dalam JA.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
kuasa pengangkatan dalam JA sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 4
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Administrasi
Pasal 57

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator
dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat
sumpah /janji Jabatan menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 58 . ..
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Pasal 58

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan
menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya

kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan
menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-

baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak
menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan

diri dari perbuatan tercela;

Pasal 59

(1) Dalam hal PNS berkeberatan untuk mengucapkan
sumpah karena keyakinan tentang agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS

yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal seorang PNS mengucapkan janji Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat
“Demi  Allah, saya bersumpah” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 diganti dengan kalimat:
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan
berjanji dengan sungguh-sungguh”.

Bagi PNS yang beragama Kristen, pada akhir
sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat yang

berbunyi: “Kiranya Tuhan menolong saya”.

Bagi PNS yang beragama Hindu, maka frasa “Demi
Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti

dengan “Om Atah Paramawisesa”.

Bagi PNS yang beragama Budha, maka frasa “Demi
Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti
dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.

Bagi PNS yang beragama Khonghucu maka frasa
“Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
diganti dengan “Kehadirat Tian di tempat yang Maha
tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi,
Dipermuliakanlah”.

Bagi PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu,
Budha, dan Khonghucu maka frasa “Demi Allah”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti
dengan  kalimat lain yang sesuai dengan

kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 60

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 diambil oleh PPK di lingkungannya masing-
masing.

(2) PPK . ..
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(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk

mengambil sumpah /janji Jabatan.

Pasal 61

(1) Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dalam suatu
upacara khidmat.

(2) PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh
seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama
dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji
Jabatan.

(4) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mengucapkan
setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan yang
diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji
Jabatan.

Pasal 62

Pengambilan  sumpah/janji Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil
sumpah/janji Jabatan, @PNS yang mengangkat
sumpah/janji Jabatan, dan saksi.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji Jabatan administrator dan

Jabatan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

Paragraf S . ..
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Paragraf 5

Pemberhentian dari Jabatan Administrasi

(1)

(3)

(4)

Pasal 64
PNS diberhentikan dari JA apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh di luar JA; atau

- 0o a o o

tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pejabat administrator dapat juga diberhentikan
apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk
memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (6).

PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
¢, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai
dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan
Jabatan.

Paragrat 6
Tata Cara Pemberhentian dari
Jabatan Administrasi

Pasal 65

Pemberhentian dari JA diusulkan oleh PyB kepada
PPK.

PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam
JA.

Pasal 66 . . .



L
o
“#}
ey, L

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 66

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2)
dapat memberikan kuasa kepada pejabat di
lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian
dalam JA.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
kuasa dalam pemberhentian dari JA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Paragraf 1
Kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kategori, Jenjang,
Kriteria, dan Akuntabilitas Jabatan Fungsional

Pasal 67

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF.

Pasal 68

JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

Pasal 69

(1) Kategori JF terdiri atas:
a. JF keahlian; dan
b. JF keterampilan.
(2) Jenjang . . .
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Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ahli utama;

b. ahli madya;

c. ahli muda; dan

d. ahli pertama.

Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. penyelia;

b. mahir;

c. terampil; dan

d. pemula.

Jenjang JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi
utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional
tingkat tertinggi.

Jenjang JF ahli madya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi
utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional
tingkat tinggi.

Jenjang JF ahli muda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi
utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional
tingkat lanjutan.

Jenjang JF ahli pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d, melaksanakan tugas dan
fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi
profesional tingkat dasar.

Jenjang JF penyelia sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi
koordinasi dalam JF keterampilan.

(9) Jenjang . . .
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(9) Jenjang JF mahir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama
dalam JF keterampilan.

(10) Jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi

yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan.

(11) Jenjang JF pemula sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi

yang bersifat dasar dalam JF keterampilan.

Pasal 70

JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan

fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;

b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu
yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau

penilaian tertentu;

c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan

berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi,

d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam

menjalankan tugas profesinya; dan

e. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk
angka kredit.

Pasal 71

(1) Setiap  pejabat  fungsional harus menjamin
akuntabilitas Jabatan.

(2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi terlaksananya:

a. pelayanan . ..
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a. pelayanan fungsional berdasarkan keahlian
tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan
kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi
JF keahlian; dan

b. pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan
tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan

kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi

JF keterampilan.

Paragraf 2

Klasifikasi Jabatan Fungsional

Pasal 72

(1) JF  dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan
berdasarkan kesamaan Kkarakteristik, mekanisme,
dan pola kerja.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Penetapan Jabatan Fungsional

Pasal 73

(1) Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan

usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan

mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF.

(2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF

tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.

(3) Ketentuan . . .
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengusulan dan penetapan JF diatur dengan

Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional

Pasal 74
(1) Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF
keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama,;
b. perpindahan dari Jabatan lain; atau
C. penyesuaian.

(2) Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengangkatan ke dalam JF tertentu dapat
dilakukan melalui pengangkatan PPPK.

(3) Jenis JF tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Presiden.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan JF melalui pengangkatan PPPK diatur

dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 75

(1) Pengangkatan dalam JF  keahlian  melalui
pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 huruf a harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:
a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat. ..
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c. sehat jasmani dan rohani,

d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV
sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh instansi pembina,;

f. mnilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi

lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan

melalui pengadaan PNS.

Pasal 76

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui
perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani,
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV

sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan;

e. mengikuti dan Iulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh instansi pembina;

f. memiliki . . .
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memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2

(dua) tahun;

nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir;

berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli
pertama dan JF ahli muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli

madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama
bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan

syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pengangkatan JF keahlian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan

lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 77

(1) Pengangkatan dalam JF  keahlian melalui

penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

huruf ¢ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani,

berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling kurang
2 (dua) tahun;

nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pengangkatan . . .
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Pengangkatan dalam JF keahlian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS
yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh
Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan
tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan
keputusan PyB.

Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling
lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan

mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

Pasal 78

Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui
pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 huruf a harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat
atas atau setara sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh instansi pembina,;

)

nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi
lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan
melalui pengadaan PNS.

Pasal 79 . ..
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Pasal 79

Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui
perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat
atas atau setara sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh instansi pembina,;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling kurang
2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;

h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan

i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengangkatan JF  keterampilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan

ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang
akan diduduki.

Pasal 80

Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui
penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

huruf ¢ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus. ..
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berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat

atas atau setara;

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling singkat
2 (dua) tahun;

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengangkatan dalam JF keterampilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS
yang pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki
pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang
JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.

Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan

kebutuhan Jabatan.

Pasal 81

Pengangkatan dalam JF keahlian dan JF
keterampilan melalui promosi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 huruf d harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh instansi pembina;

b. nilai. .
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b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

c. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pengangkatan JF keahlian dan JF keterampilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan
kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Paragraf 5
Tata Cara Pengangkatan Pertama

dalam Jabatan Fungsional

Pasal 82
(1) PyB mengusulkan pengangkatan pertama PNS dalam
JF kepada PPK untuk:
a. JF ahli pertama;
b. JF ahli muda;
c. JF pemula; dan
d. JF terampil.

(2) Pengangkatan pertama dalam JF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 6
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional melalui Perpindahan Jabatan

Pasal 83
(1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan Jabatan
diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan

menduduki JF ahli utama; atau

b. PyB. . .
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b. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki
JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

(2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 7
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
melalui Penyesuaian

Pasal 84

(1) Pengangkatan PNS yang akan menduduki JF melalui
penyesuaian diusulkan oleh PyB kepada PPK.

(2) Pengangkatan PNS dalam JF sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 8
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
melalui Promosi

Pasal 85

(1) Pengangkatan dalam JF melalui promosi diusulkan
oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan

menduduki JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki
JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud
pada huruf a.

(2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 9 . ..
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Paragraf 9
Pendelegasian Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Pasal 86

(1) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan

pengangkatan dalam JF selain JF ahli madya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
kuasa pengangkatan dalam JF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Paragraf 10

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji

Pasal 87

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional
wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama

atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 88

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan
menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya

kepada bangsa dan negara;

bahwa . .
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bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan
menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-

baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak
menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan

diri dari perbuatan tercela;

Pasal 89

(1) Dalam hal PNS berkeberatan untuk mengucapkan
sumpah karena keyakinan tentang agama atau
kepercayaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS

yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.

(2) Dalam hal seorang PNS mengucapkan janji Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat
“Demi  Allah, saya bersumpah” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan kalimat:
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan

berjanji dengan sungguh-sungguh”.

(3) Bagi PNS yang beragama Kristen, pada akhir
sumpah/janji  Jabatan  ditambahkan  kalimat:

“Kiranya Tuhan menolong saya”.

(4) Bagi . . .
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(4) Bagi PNS yang beragama Hindu, maka frasa “Demi
Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti
dengan “Om Atah Paramawisesa”.

(5) Bagi PNS yang beragama Budha, maka frasa “Demi
Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti
dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.

(6) Bagi PNS yang beragama Khonghucu maka frasa
“Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
diganti dengan “Kehadirat Tian di tempat yang Maha
tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi,
Dipermuliakanlah”.

(7) Bagi PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu,
Budha, dan Khonghucu maka frasa “Demi Allah”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diganti
dengan  kalimat lain yang sesuai dengan
kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 90
(1) Sumpah/janji Jabatan diambil oleh PPK di
lingkungannya masing-masing.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk
mengambil sumpah/janji Jabatan.

Pasal 91
(1) Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam

suatu upacara khidmat.

(2) PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan
didampingi oleh seorang rohaniwan.

(3) Pengambilan sumpah/janji Jabatan disaksikan oleh
dua orang PNS yang Jabatannya serendah rendahnya
sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat

sumpah/janji Jabatan.

(4) Pejabat . . .
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(4) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan,

(1)

(2)

(3)

mengucapkan susunan kata-kata sumpah/janji
Jabatan kalimat demi kalimat dan diikuti oleh PNS
yang mengangkat sumpah /janji Jabatan.

Pasal 92

Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan
membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/
janji Jabatan tersebut.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pejabat yang mengambil
sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat
sumpah/janji Jabatan, dan saksi.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu satu rangkap untuk
PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, satu
rangkap untuk Instansi Pemerintah yang
bersangkutan, dan satu rangkap untuk BKN.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji JF diatur dengan Peraturan
Kepala BKN.

Paragraf 11

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

(1)

Pasal 94

PNS diberhentikan dari JF apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani . . .
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c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

(2) PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
¢, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai
dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan
Jabatan.

Paragraf 12
Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pasal 95

(1) Pemberhentian dari JF diusulkan oleh:
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JF
selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada
huruf a.

(2) Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK.
Pasal 96

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3)
dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dari
JF selain JF ahli madya.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
dari JF diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 13 . . .
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Paragraf 13
Rangkap Jabatan

Pasal 98

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional
dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali
untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas
Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan

kompetensi dan bidang tugas JF.

Paragraf 14

Instansi Pembina

Pasal 99

(1) Instansi pembina JF merupakan kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, atau
kesekretariatan lembaga negara yang sesuai
kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi

instansi pembina suatu JF.

(2) Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang
menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin
terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas
Jabatan.

(3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), instansi pembina memiliki tugas
sebagai berikut:

a. menyusun pedoman formasi JF;
b. menyusun standar kompetensi JF;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis JF;

d. menyusun . ..
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menyusun standar kualitas hasil kerja dan
pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat
fungsional;

menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya
ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
menyusun kurikulum pelatihan JF;
menyelenggarakan pelatihan JF;

membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

menyelenggarakan uji kompetensi JF;
menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas JF;

melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis JF;

mengembangkan sistem informasi JF;
memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;

memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode
etik profesi dan kode perilaku JF;

melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan

mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh LAN;

melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan

JF di seluruh Instansi Pemerintah yang
menggunakan Jabatan tersebut; dan

melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
dalam rangka pembinaan karier pejabat
fungsional.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah
pengguna JF setelah mendapat akreditasi dari
instansi pembina.

(5) Instansi . . .
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(5) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas
pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala
setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf 1, huruf m,
huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, pengelolaan JF
yang dibinanya sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan JF kepada Menteri dengan tembusan
Kepala BKN.

(6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala
setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h,
huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan
tembusan Kepala LAN.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji
kompetensi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf i diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 100

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi
pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3)
dilakukan oleh Menteri.

Paragraf 15
Organisasi Profesi

Pasal 101

(1) Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki
1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
penetapan JF.

(2) Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota
organisasi profesi JF.

(3) Pembentukan . . .
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Pembentukan organisasi profesi JF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina.
Organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku
profesi.

Organisasi profesi JF mempunyai tugas:
menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a
ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah
mendapat persetujuan dari pimpinan instansi
pembina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pembentukan organisasi profesi JF dan hubungan
kerja instansi pembina dengan organisasi profesi JF

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Jabatan Pimpinan Tinggi

Paragraf 1
Jenjang, Fungsi, dan Akuntabilitas
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 102

Jenjang JPT terdiri atas:

a.
b.

C.

JPT utama;
JPT madya; dan

JPT pratama.
Pasal 103 ..
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Pasal 103

JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai

ASN pada Instansi Pemerintah.

Pasal 104

(1) Setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin
akuntabilitas Jabatan.

(2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. JPT utama:

1. tersusunnya kebijakan yang mendukung
pelaksanaan pembangunan;
peningkatan kapabilitas organisasi;
terwujudnya sinergi antar instansi dalam
mencapai tujuan pembangunan; dan

4. terselesaikannya masalah yang memiliki
kompleksitas dan risiko tinggi yang berdampak
politis.

b. JPT madya:

1. terwujudnya perumusan kebijakan yang
memberikan solusi;

2. terlaksananya pendayagunaan sumber daya
untuk menjamin produktivitas unit kerja;

3. terlaksananya penerapan kebijakan dengan
risiko yang minimal;

4. tersusunnya program yang dapat menjamin
pencapaian tujuan organisasi;

S. terlaksananya penerapan program organisasi
yang berkesinambungan; dan

6. terwujudnya sinergi antar pimpinan di dalam

dan antar organisasi untuk mencapai tujuan
pembangunan yang efektif dan efisien.

c.JPT ..
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c. JPT pratama:

1. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan
yang memberikan solusi;

2. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan
tujuan organisasi;

3. terwujudnya pengembangan strategi yang
terintegrasi untuk mendukung pencapaian
tujuan organisasi; dan

4. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk
mencapai outcome organisasi.

Paragraf 2

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 105

JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama diisi dari
kalangan PNS.

Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai
kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang
lowong.

Pasal 106

JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari
kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang
pengisiannya dilakukan secara terbuka dan
kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan
Presiden.

JPT utama dan JPT madya tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk JPT
utama dan JPT madya di bidang rahasia negara,
pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara,
kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya
alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.

(3) Ketentuan . . .
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JPT

madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 107

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari
kalangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105

sebagai berikut:

a. JPT utama:

1.

memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
sarjana atau diploma IV;

2. memiliki  Kompetensi  Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
secara  kumulatif paling singkat selama
10 (sepuluh) tahun;

4. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau
JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua)
tahun;

S. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;

6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
dan

7. sehat jasmani dan rohani.

b. JPT madya:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
sarjana atau diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki . . .
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3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh)
tahun;

4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau
JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua)
tahun;

5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;

6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
dan

7. sehat jasmani dan rohani.

JPT pratama:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
sarjana atau diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima)
tahun;

4. sedang atau pernah menduduki Jabatan
administrator atau JF jenjang ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun;

5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;

6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
dan

7. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 108 . ..
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Pasal 108

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari
kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (1) sebagai berikut:

a. JPT utama:

1. warga negara Indonesia;

2. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
pascasarjana,;

3. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan,;

4. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas)
tahun;

5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai
politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
pendaftaran;

6. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

7. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;

8. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

9. sehat jasmani dan rohani; dan

10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat
dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Republik Indonesia atau
pegawai swasta.

b. JPT madya:

1. warga negara Indonesia;

2. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
pascasarjana,;

3. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;

4. memiliki . . .
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4. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh)
tahun;

5. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
pendaftaran;

6. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

7. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan
moralitas yang baik;

8. wusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

9. sehat jasmani dan rohani; dan

10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat
dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

atau pegawai swasta.

Pasal 109

Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 dan Pasal 108 diukur dari tingkat dan
spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional,
dan pengalaman bekerja secara teknis

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 dan Pasal 108 diukur dari tingkat
pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen,
dan pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diukur dari
pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya

sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(4) Standar . . .



(4)

¥

e,

Yo

Uy, L

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67 -

Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi
Pemerintah.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai pedoman
penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan

(1)

(4)

Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 110

Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan
lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi
Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
kalangan PNS sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dan
huruf b.

Pengisian JPT utama dan JPT madya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat
nasional.

Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
huruf c.

Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada
tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam
1 (satu) provinsi.

Pasal 111 ...
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Pasal 111

Pengisian JPT utama dan JPT madya tertentu yang
berasal dari kalangan non-PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108

huruf a dan huruf b.

Pengisian JPT utama dan JPT madya tertentu yang
berasal dari kalangan non-PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu
mendapat persetujuan Presiden serta ditetapkan

dalam Keputusan Presiden.

Pasal 112

Pengisian JPT utama yang memperoleh hak-hak
keuangan dan fasilitas lainnya setara menteri
dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif
sesuai sistem merit dan diangkat oleh Presiden.

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi
pembinaan ASN dapat mengangkat JPT utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui

penugasan atau penunjukan langsung.

Pasal 113

Pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
dan Pasal 111 dilakukan melalui tahapan:

perencanaan;
pengumuman lowongan;
pelamaran;

seleksi;

pengumuman hasil seleksi; dan
penetapan dan pengangkatan.

Pasal 114 . ..



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

g

e,

¥

9
b, 2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -
Pasal 114

Perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 113 huruf a meliputi:

a. penentuan JPT yang akan diisi;

b. pembentukan panitia seleksi;

c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan
pengisian JPT;

d. penentuan metode seleksi dan penyusunan
materi seleksi; dan

e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap
tahapan pengisian JPT.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b untuk JPT Utama dibentuk oleh Presiden.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk

oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh

Presiden.

Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), PPK berkoordinasi dengan

Komisi Aparatur Sipil Negara.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas unsur:

a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan
Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah
lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan
yang lowong; dan

c. akademisi, pakar, atau profesional.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman
sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan
kompetensi Jabatan yang lowong;

b. memiliki . . .
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b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian
kompetensi;

c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;
dan

d. tidak berpotensi menimbulkan konflik
kepentingan.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang

dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 115

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

memiliki tugas:

a.

(1)

menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan
pengisian;

menentukan metode seleksi dan menyusun materi
seleksi;

menentukan sistem yang digunakan pada setiap
tahapan pengisian;

menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi

dan seleksi kompetensi;

mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan

pelamaran;
melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan

menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi
kepada PPK.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115, panitia seleksi dibantu oleh

sekretariat.

(2) Sekretariat . . .
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi

urusan kepegawaian.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki tugas memberikan dukungan administratif

kepada panitia seleksi.

Pasal 117

(1) Pengumuman lowongan pengisian JPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 huruf b wajib dilakukan
secara terbuka melalui media cetak nasional

dan/atau media elektronik.

(2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas)
hari kalender sebelum batas akhir tanggal

penerimaan lamaran.

(3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai
berikut:

a. terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh
Instansi Pemerintah untuk JPT pada Instansi
Pusat dan JPT madya pada Instansi Daerah
provinsi;

b. terbuka pada tingkat nasional atau terbuka
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
untuk JPT pratama pada Instansi Daerah
provinsi; atau

c. terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk
JPT pratama pada Instansi Daerah
kabupaten/kota.

(4) Pengumuman. . .
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Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit harus memuat:

a. nama JPT yang lowong;

b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 dan/atau Pasal 108;

c. kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang
lowong;

d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran;
e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan

f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia
seleksi yang dapat dihubungi;

Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau

ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua

panitia seleksi.

Pasal 118

Pelamaran pengisian JPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 huruf ¢ disampaikan kepada panitia
seleksi.

Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus
direkomendasikan oleh PPK instansinya.

Pasal 119

Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118, panitia seleksi dapat mengundang
PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 untuk diikutsertakan di dalam
seleksi.

Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan
harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK
instansinya.

Pasal 120. ..
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Pasal 120

Seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113 huruf d dilakukan sesuai dengan
perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 ayat (1).

Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal
seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.

Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat
(1) huruf d dilakukan mengacu kepada standar

kompetensi Jabatan.

Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif

dan transparan.

Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit terdiri atas:

a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak

Jabatan, integritas, dan moralitas;
b. seleksi kompetensi;
c. wawancara akhir; dan
d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi.

Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi
kompetensi yang independen dan memiliki keahlian
untuk melakukan seleksi kompetensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengisian
JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 121 .
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Pasal 121

Pengumuman  hasil  seleksi  pengisian  JPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e
wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.

Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka
pada setiap tahapan seleksi:

a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan
peringkat; dan

b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan
seleksi selanjutnya.

Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga)

orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk

setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat

pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi

madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk

disampaikan kepada PPK.

Pasal 122

Penetapan dan pengangkatan JPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 huruf f dilakukan oleh
Presiden atau PPK sesuai kewenangan berdasarkan hasil
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3).

(1)

(2)

Pasal 123

Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon
pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di
lingkungan Instansi Pusat kepada PPK melalui PyB.

PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon
pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3)
dengan memperhatikan pertimbangan PyB untuk
ditetapkan.

Pasal 124 . ..
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Pasal 124

(1) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon
pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di
lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian kepada PPK, untuk disampaikan
kepada Presiden.

(2) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon
pejabat pimpinan tinggi utama yang terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di
lingkungan lembaga pemerintah nonkementerian
kepada menteri yang mengoordinasikan, untuk
disampaikan kepada Presiden.

(3) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon
pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di
lingkungan lembaga nonstruktural kepada Menteri,
untuk disampaikan kepada Presiden.

(4) Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama
calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk ditetapkan
sebagai pejabat pimpinan tinggi dengan
memperhatikan pertimbangan PPK, menteri yang

mengoordinasikan, atau Menteri.

Pasal 125

Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat
pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di lingkungan
kesekretariatan lembaga negara kepada pimpinan

lembaga negara untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 126 . . .
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Pasal 126

Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon
pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di
lingkungan Instansi Daerah provinsi kepada PPK.

PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat
pimpinan tinggi madya di lingkungan Instansi Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri.

Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon
pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai
pejabat pimpinan tinggi madya dengan

memperhatikan pertimbangan PPK.

Pasal 127

Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon
pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di
lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi
Daerah kabupaten/kota kepada PPK melalui PyB.

PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat
pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah
provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dengan memperhatikan pertimbangan PyB.

Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang
memimpin  sekretariat daerah kabupaten/kota
sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota
dikoordinasikan dengan gubernur.

(4) Khusus . . .
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Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang
memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan
dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pasal 128

Dalam memilih calon pejabat pimpinan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) dan
Pasal 126 ayat (3), Presiden dapat dibantu oleh tim.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan
Presiden.

Pasal 129

PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dari calon

pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang
lain.

(1)

(2)

Paragraf 4
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
karena Penataan Organisasi

Pasal 130

Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi
Pemerintah yang mengakibatkan adanya
pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi
dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat
yang ada oleh panitia seleksi.

Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan
Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang
memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan
melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 131 ...
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Pasal 131

(1) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu
JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji
kompetensi dari pejabat yang ada.

(2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi syarat:

a. satu klasifikasi Jabatan;
b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan

c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dibuktikan dengan:

a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang
diselenggarakan oleh instansi teknis.

(4) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil

Negara.

(5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon
pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi
sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi
Terbuka.

(6) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan
secara nasional, Presiden berwenang melakukan
pengisian JPT melalui mutasi pada tingkat nasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi
pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 132 . ..
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Pasal 132

(1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT
yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di
antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat:

a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan

b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil
Negara.

Pasal 133

(1) JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

(2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang berdasarkan pencapaian Kinerja,
kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan
instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan
berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 134

(1) Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka
dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi
Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit
dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan
Komisi Aparatur Sipil Negara.

(2) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kriteria:

a. seluruh Jabatan sudah memiliki standar
kompetensi Jabatan;

b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
beban kerja;

c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan
secara terbuka;

d. memiliki . . .
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d. memiliki manajemen Kkarir yang terdiri dari
perencanaan, pengembangan, pola Kkarir, dan
kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari
manajemen talenta;

e. memberikan penghargaan dan mengenakan
sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang
objektif dan transparan,;

f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai
ASN;

g. merencanakan dan memberikan kesempatan
pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian
kinerja;

h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN
dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan

i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi
yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh
Pegawai ASN.

(3) Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem
Merit dalam pembinaan Pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara
berkala kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk
mendapatkan persetujuan baru.

Paragraf 5
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 135

Setiap PNS atau non-PNS yang diangkat menjadi pejabat
pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat
sumpah /janji Jabatan menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 136. ..
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Pasal 136

Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan
menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya

kepada bangsa dan negara;

bahwa saya, dalam menjalankan tugas Jabatan, akan
menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-

baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak
menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan

diri dari perbuatan tercela.

Pasal 137

(1) Dalam hal PNS atau non-PNS berkeberatan untuk
mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang
agama atau kepercayaanya kepada Tuhan Yang Maha
Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji

Jabatan.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal seorang PNS atau non-PNS mengucapkan
janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka kalimat “Demi Allah, saya bersumpah”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diganti
dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya
menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”.
Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Kristen, pada
akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat:
“Kiranya Tuhan menolong saya”.

Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Hindu, maka
frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 136 diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”.

Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Budha, maka
frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi
Budha”.

Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Khonghucu
maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 136 diganti dengan “Kehadirat Tian di
tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani
Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.

Bagi PNS atau non-PNS yang berkepercayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam,
Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa
“Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan

kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 138

Pelantikan dan sumpah/janji Jabatan pejabat

pimpinan tinggi diambil oleh Presiden.

(2) Presiden . . .
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Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menunjuk:

a. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di
lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah;

b. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi madya di
lingkungan kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, dan Instansi Daerah provinsi;

c. menteri yang mengoordinasikan untuk pejabat
pimpinan tinggi utama di lingkungan lembaga
pemerintah nonkementerian,

d. pejabat lain untuk pejabat pimpinan tinggi madya
di lingkungan kesekretariatan lembaga negara,;

atau

e. Menteri atau pejabat lain untuk pejabat pimpinan
tinggi madya di lingkungan lembaga
nonstruktural,

untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk

mengambil sumpah /janji Jabatan.
Pasal 139

Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam

suatu upacara khidmat.

PNS dan/atau non-PNS yang mengangkat
sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang
rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama
dengan Jabatan PNS dan/atau non-PNS yang
mengangkat sumpah/janji Jabatan.

(4) Pejabat. . .
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(4) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan
mengucapkan setiap kata dalam kalimat
sumpah/janji Jabatan yang diikuti oleh pejabat yang
mengangkat sumpah/janji Jabatan.

Pasal 140

Pengambilan  sumpah/janji Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil
sumpah/janji Jabatan, pejabat yang mengangkat
sumpah/janji Jabatan, dan saksi.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji Jabatan pejabat pimpinan
tinggi diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

Paragraf 6
Target Kinerja dan Uji Kompetensi
Pejabat Pimpinan Tinggi

Pasal 142

(1) Pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target
kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah
disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja
yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada
suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama
6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

(3) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan
kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus
mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.

(4) Berdasarkan . . .



R
O W

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

%

R

2

-85 -

(4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi
dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau
ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Dalam hal pejabat pimpinan tinggi yang berasal dari non-
PNS tidak memenuhi target kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), yang bersangkutan
diberhentikan dari JPT.

Paragraf 7
Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 144

PNS diberhentikan dari JPT apabila:
mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sebagai PNS;

o P

diberhentikan sementara sebagai PNS;

a o

menjalani cuti di luar tanggungan negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh di luar JPT;

terjadi penataan organisasi; atau

>R

tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Paragraf 8
Tata Cara Pemberhentian dari
Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 145

(1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

a. menteri. . .
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a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden
bagi PNS yang menduduki JPT utama;

b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT madya;

c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat
pimpinan tinggi madya  di lingkungan
kesekretariatan lembaga negara;

d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan
tinggi madya di lingkungan lembaga
nonstruktural; dan

e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT
pratama.

(2) Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
dari JPT diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Jabatan ASN Tertentu yang dapat Diisi
oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 147

Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat
tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional
Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148. ..
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Pasal 148

(1) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(2) Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan
Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia
dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Pasal 149

Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan
Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 147, dan Pasal 148 ditetapkan oleh PPK
dengan persetujuan Menteri.

Pasal 150

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki
jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS.

Pasal 151

(1) Pangkat prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk
menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan
oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan
persetujuan Menteri.

(2) Pangkat anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk menduduki jabatan ASN pada
Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
148 ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri.

Pasal 152. ..
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Pasal 152

Pengisian Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 148 harus memenuhi persyaratan kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak
Jabatan, kesehatan, integritas, dan persyaratan Jabatan
lain berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 153

PPK Instansi Pusat yang membutuhkan prajurit Tentara
Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk menduduki Jabatan tertentu
pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 148 mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan
kepada Menteri dan Kepala BKN.

Pasal 154

(1) Apabila permohonan PPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153 disetujui, Panglima Tentara Nasional
Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia mengajukan 3 (tiga) orang calon disertai
dengan dokumen paling sedikit:

daftar riwayat hidup;

b. salinan/fotokopi surat keputusan pangkat
terakhir yang telah dilegalisir;
c. salinan/fotokopi surat keputusan pengangkatan

dalam Jabatan terakhir yang telah dilegalisir; dan

d. surat keterangan kesehatan dari  dokter
pemerintah.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal Jabatan yang akan diisi adalah JA atau JF
selain JF ahli utama, PPK memilih dan menetapkan 1
(satu) orang calon untuk menduduki Jabatan tertentu
pada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
148.

Dalam hal Jabatan yang akan diisi adalah JPT, calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti
Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam tata cara
pengisian dan pengangkatan JPT pada Instansi Pusat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,
kecuali penugasan atau penunjukkan oleh Presiden
bagi JPT utama atau JPT madya.

Pasal 155

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang
menduduki Jabatan ASN pada Instansi Pusat tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
diberhentikan dari Jabatan ASN apabila:

a. mencapai Batas Usia Pensiun prajurit Tentara
Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia; atau

b. ditarik kembali karena kepentingan organisasi
atau alasan tertentu oleh Panglima Tentara
Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara  Republik Indonesia yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikembalikan ke Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia atau Markas Besar Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Pasal 156 . ..
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Pasal 156

Batas Usia Pensiun bagi prajurit Tentara Nasional
Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang menduduki Jabatan ASN pada Instansi
Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 157

(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi
JPT pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pusat
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila
dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan melalui proses secara terbuka dan
kompetitif.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Proses seleksi dan persyaratan JPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pengisian JPT.

Pasal 158

Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan
Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 149 harus sudah ditetapkan oleh PPK paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah
ini diundangkan.

Pasal 159 ...
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Pasal 159

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara  Republik  Indonesia setelah
mengundurkan diri dari dinas aktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 sebagai berikut:

a. JPT utama:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
pascasarjana,;

2. memiliki Kompetensi  Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
secara  kumulatif paling singkat selama
10 (sepuluh) tahun;

4. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;

S. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan

6. sehat jasmani dan rohani.

b. JPT madya:
1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
pascasarjana;
2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh)
tahun;

4. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;

S. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan

6. sehat jasmani dan rohani.

c. JPT. ..
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c. JPT pratama:
1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah

sarjana atau diploma IV,

2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki
secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima)
tahun;

4. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;
usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan

sehat jasmani dan rohani.
Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan
mengisi JPT tertentu pada instansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 diatur oleh
Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam
Jabatan Tertentu di Lingkungan
Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia
Yang Dapat Diduduki Pegawai Negeri Sipil

Pasal 161

(1) PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada
lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) PNS . . .
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(2) PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pangkat atau
jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di
lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Penyesuaian pangkat dan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN
KOMPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KARIER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 162

Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola
karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen
karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan
prinsip Sistem Merit.

Pasal 163

Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 162 bertujuan untuk:

a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada
PNS;

b. menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS
dan kebutuhan instansi;

c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan

d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

Pasal 164 . ..
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Pasal 164

Sasaran penyelenggaraan manajemen karier PNS yaitu:

a. tersedianya pola karier nasional dan panduan

penyusunan pola karier Instansi Pemerintah; dan

b. meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 165

(1) Manajemen karier PNS dilakukan sejak pengangkatan

pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian.

(2) Manajemen karier sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan pada tingkat:
a. instansi; dan

b. nasional.

(3) Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 162 disesuaikan dengan

kebutuhan instansi.

(4) Dalam menyelenggarakan manajemen Kkarier PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi

Pemerintah harus menyusun:
a. standar kompetensi Jabatan; dan

b. profil PNS.

(5) Standar kompetensi Jabatan dan profil PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun pada

tingkat instansi dan nasional.

Pasal 166

(1) Standar kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 165 ayat (4) huruf a berisi paling sedikit

informasi tentang:

a. nama. ..
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a. nama Jabatan;

b. uraian Jabatan;

c. kode Jabatan;

d. pangkat yang sesuai;

e. Kompetensi Teknis;

f. Kompetensi Manajerial;

g. Kompetensi Sosial Kultural; dan
h. ukuran kinerja Jabatan.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai pedoman
penyusunan standar Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 167

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165

ayat (4) huruf b merupakan kumpulan informasi

kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas:

a.
b.

a o

o

data personal;

kualifikasi;

rekam jejak Jabatan,

kompetensi;

riwayat pengembangan kompetensi;
riwayat hasil penilaian kinerja; dan

informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 168

Data personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167

huruf a berisi informasi mengenai data diri PNS, paling

sedikit meliputi:

a. nama. . .
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a. nama,;

b. nomor induk pegawai;
c. tempat tanggal lahir;
d. status perkawinan;

e. agama; dan

f. alamat.

Pasal 169

Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
huruf b merupakan informasi mengenai kualifikasi
pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai
jenjang paling rendah.

Pasal 170

Rekam jejak Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
167 huruf c¢ merupakan informasi mengenai riwayat
Jabatan yang pernah diduduki PNS.

Pasal 171

(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
huruf d merupakan informasi mengenai kemampuan
PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.

(2) Dalam rangka menyediakan informasi mengenai
kompetensi PNS dalam profil PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap PNS harus dinilai
melalui uji kompetensi.

(3) Uji kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan oleh assessor internal pemerintah
atau bekerjasama dengan assessor independen.

(4) Uji kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mencakup pengukuran Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural.
S)Uji...
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(S) Uji kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara berkala.

Pasal 172

(1) Riwayat pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167 huruf e merupakan
informasi mengenai riwayat pengembangan
kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS.

(2) Riwayat pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi riwayat
pendidikan dan  pelatihan, seminar, kursus,
penataran, dan/atau magang.

Pasal 173

Riwayat hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 huruf f merupakan informasi mengenai
penilaian  kinerja yang  dilakukan  berdasarkan
perencanaan Kinerja pada tingkat individu dan tingkat
unit atau organisasi dengan memperhatikan target,
capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku
PNS.

Pasal 174

Informasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 huruf g merupakan informasi yang
memuat prestasi, penghargaan, dan/atau hukuman yang
pernah diterima.

Pasal 175

(1) Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
dikelola dan dimutakhirkan oleh PyB sesuai dengan
perkembangan atau perubahan informasi
kepegawaian PNS yang bersangkutan dalam sistem
informasi kepegawaian masing-masing Instansi
Pemerintah.

(2) Profil. . .
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(2) Profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi ASN secara

nasional yang dikelola oleh BKN.

Bagian Kedua

Pengembangan Karier

Paragraf 1

Umum

Pasal 176

(1) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 162 dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan

Instansi Pemerintah.

(2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui manajemen pengembangan
karier dengan mempertimbangkan integritas dan

moralitas.

Pasal 177

(1) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 176 dilakukan oleh PPK melalui manajemen
pengembangan karier dalam rangka penyesuaian
kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier
PNS.

(2) Manajemen pengembangan karier sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat:
a. instansi; dan

b. nasional.

(3) Manajemen . . .
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Manajemen pengembangan karier PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
melalui:

a. mutasi; dan/atau

b. promosi.

Pasal 178

Selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat

dilakukan melalui penugasan khusus.

(1)

(2)

(3)

Pasal 179

Dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan
karier PNS tingkat instansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a, PPK wajib:

a. menetapkan rencana pengembangan karier;
b. melaksanakan pengembangan karier; dan

c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pengembangan karier.

Dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan
karier PNS tingkat nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b, BKN wajib
mengumumkan informasi lowongan Jabatan di
seluruh Instansi Pemerintah melalui Sistem Informasi
ASN.

Berdasarkan informasi lowongan Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap PPK
menominasikan PNS yang masuk dalam kelompok
rencana suksesi di lingkungannya untuk mengisi

lowongan dimaksud sesuai kebutuhan instansi.

Paragraf 2 . ..
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Paragraf 2
Rencana Pengembangan Karier

Pasal 180

(1) Rencana pengembangan karier sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a disusun di
tingkat:

a. instansi; dan
b. nasional.

(2) Rencana pengembangan karier sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:

PNS yang akan dikembangkan kariernya;
penempatan PNS sesuai pola karier;
bentuk pengembangan Kkarier;

waktu pelaksanaan; dan

® o o T P

prosedur dan mekanisme pengisian Jabatan.

(3) Rencana pengembangan karier sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu
5 (lima) tahun.

(4) Rencana  pengembangan karier sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap tahun.

Pasal 181

(1) Rencana pengembangan karier di tingkat Instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180
ayat (1) huruf a disusun oleh PyB.

(2) Rencana pengembangan karier sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

(3) Dalam menyusun perencanaan pengembangan Kkarier,
PyB memetakan JPT, JA, dan JF yang akan diisi dan
merencanakan penempatan PNS dalam Jabatan
tersebut sesuai dengan kualifikasi, kompetensi,
penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi.

(4) Pengisian. . .
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Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui mutasi dan/atau promosi dari lingkungan
internal Instansi Pemerintah.

Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui mutasi dan/atau promosi secara terbuka.

Dalam hal PNS dari lingkungan internal Instansi
Pemerintah tidak dapat memenuhi persyaratan untuk
mengisi JA dan JF yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), mutasi dan/atau promosi
diisi dari lingkungan eksternal Instansi Pemerintah.

Rencana  pengembangan karier sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
BKN untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi
ASN.

Pasal 182

Rencana pengembangan karier di tingkat nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1)
huruf b disusun oleh Kepala BKN.

Rencana pengembangan karier sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Dalam menyusun perencanaan pengembangan Karier
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKN
memetakan JA, JF, dan JPT yang akan diisi.

Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui seleksi terbuka.

Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui mutasi dan/atau promosi.

(6) Rencana . . .
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Rencana pengembangan karier nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Sistem
Informasi ASN untuk dipublikasikan.

Publikasi rencana pengembangan karier sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) meliputi informasi:
a. Jabatan yang lowong; dan

b. Jabatan yang akan lowong.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengembangan Karier

Pasal 183

Pelaksanaan pengembangan Kkarier tingkat instansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2)
huruf a dilakukan oleh PyB dan ditetapkan oleh PPK.

Pelaksanaan pengembangan Kkarir tingkat nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2)
huruf b dilakukan sesuai dengan rencana

pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 180, Pasal 181, dan Pasal 182.

Pasal 184

Pengembangan karier di tingkat nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2)
huruf b didasarkan pada Jabatan yang lowong yang
telah diumumkan oleh BKN melalui Sistem Informasi
ASN.

Jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diisi dari internal dan/atau eksternal

Instansi Pemerintah.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal terdapat Jabatan yang lowong pada suatu
Instansi Pemerintah PPK dapat meminta atau
mengusulkan dari atau kepada PPK instansi lain
apabila terdapat PNS yang memenuhi syarat.

Paragraf 4

Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Karier

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 185

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183 dan Pasal 184 dilakukan untuk menjamin
ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam
Jabatan di tingkat instansi dan tingkat nasional.

Pemantauan dan evaluasi pengembangan karier
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

evaluasi terhadap:

a. perencanaan pengembangan karier;

b. proses pelaksanaan pengembangan karier; dan
c. hasil pengembangan karier.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
penyempurnaan atau perbaikan pengembangan karier

pada Instansi Pemerintah.
Pasal 186

Pemantauan dan evaluasi pengembangan karier di
tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
185 ayat (1) dilakukan oleh PyB.

(2) Pemantauan . . .
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Pemantauan dan evaluasi pengembangan karier di
tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap tahun, dan digunakan untuk
penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya.

Hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan karier
di tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi ASN.

Pasal 187

Pemantauan dan evaluasi pengembangan Kkarier
tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
185 dilakukan oleh BKN.

Pemantauan dan evaluasi pengembangan karier di
tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap tahun dan digunakan untuk
penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya.

Hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan karier
di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi ASN.

Paragraf 5
Pola Karier

Pasal 188

Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan, perlu disusun pola karier PNS yang
terintegrasi secara nasional.

Pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan
dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di
setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

(3) Pola . . .
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(3) Pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. pola karier instansi; dan
b. pola karier nasional.

(4) Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier
instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
pola karier nasional.

(5) Pola karier instansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh PPK.

(6) Pola karier nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 189

(1) PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus
memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan.

(2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui
oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara
maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.

(3) Pola karier PNS dapat berbentuk:

a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik

di dalam satu kelompok maupun antar kelompok
JA, JF, atau JPT;

b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih
tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT;
dan

c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi
antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Paragraf 6 . ..
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Paragraf 6
Mutasi

Pasal 190

Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi
PNS di lingkungannya.

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi
dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1
(satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-
Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke

perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di
luar negeri.

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun.

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi
PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan
dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan
organisasi.

Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan
konflik kepentingan.

Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat
mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas
permintaan sendiri.

Pasal 191

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam
1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah
memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.

Pasal 192 . ..
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Pasal 192

(1) Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu
provinsi  ditetapkan oleh gubernur setelah
memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

(2) Pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi
penerima dan persetujuan PPK instansi asal dengan
menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.

(3) Berdasarkan pertimbangan Kepala BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan
keputusan mutasi.

(4) Berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), PPK instansi penerima
menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 193

(1) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan
antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

(2) Pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi
penerima dan persetujuan PPK instansi asal dengan
menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.

(3) Berdasarkan pertimbangan Kepala BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri menetapkan keputusan mutasi.

(4) Berdasarkan penetapan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK
instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS

dalam Jabatan.
Pasal 194. ..
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Pasal 194

Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi
Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN.

Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi penerima
dan persetujuan PPK instansi asal dengan
menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.

Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima
menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 195

Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh
Kepala BKN.

Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi penerima
dan persetuyjuan PPK instansi asal dengan

menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.

Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima

menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 196

Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara untuk Instansi Pusat dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi
Daerah.

Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan pada instansi penerima.

Pasal 197 . ..
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Pasal 197

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sampai

dengan Pasal 196 diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

(1)

(3)

(4)

(5)

Paragraf 7

Promosi
Pasal 198

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162
merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk
vertikal atau diagonal.

PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA
dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli
muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan,

dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Dalam hal instansi belum memiliki kelompok rencana
suksesi, promosi dalam JA dapat dilakukan melalui
seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk
oleh PPK.

PNS yang menduduki Jabatan administrator dan
JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam
JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan
Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka,

dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

PNS vang menduduki JF ahli wutama dapat
dipromosikan ke dalam JPT madya sepanjang
memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus
seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan

organisasi.

Pasal 199 . ..
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Pasal 199

(1) PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap
tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi
ASN.

(2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berisi kelompok PNS yang memiliki:

a. kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan;

b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi;
dan

c. memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang menangani
bidang kepegawaian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok rencana
suksesi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 200

(1) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilakukan oleh
PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai
kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.

(2) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok
rencana suksesi.

Paragraf 8
Tim Penilai Kinerja PNS

Pasal 201

(1) Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah
dibentuk oleh PyB.

(2) Tim. . .
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Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. PyB;

b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;

c. pejabat yang menangani bidang pengawasan
internal; dan

d. pejabat pimpinan tinggi terkait.

Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan

mekanisme Kerja tim penilai kinerja PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 9
Penugasan Khusus

Pasal 202

Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk
melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar
Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kompetensi

Paragraf 1
Umum

Pasal 203

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 162 merupakan upaya untuk
pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan
standar kompetensi Jabatan dan rencana
pengembangan karier.

(2) Pengembangan . . .
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(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:

a. instansi; dan
b. nasional.

(3) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama
untuk diikutsertakan dalam pengembangan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan
penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.

(4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1
(satu) tahun.

(5} Untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib:

a. menetapkan kebutuhan dan rencana
pengembangan kompetensi;
b. melaksanakan pengembangan kompetensi; dan

melaksanakan evaluasi pengembangan
kompetensi.

Pasal 204

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 203 menjadi dasar pengembangan karier

dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan
Jabatan.

Paragraf 2
Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi

Pasal 205

(1) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (5)
huruf a, terdiri atas:

a. Inventarisasi . .



(2)

(3)

(2)

(3)

(1)

&@‘a

R

Ay, L2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-113 -

a. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu
ditingkatkan dari setiap PNS; dan

b. rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada tingkat:

a. instansi; dan
b. nasional.

Rencana pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang
dalam rencana kerja anggaran tahunan Instansi
Pemerintah.

Pasal 206

Untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1),
dilakukan analisis kesenjangan kompetensi dan
analisis kesenjangan kinerja.

Analisis  kesenjangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membandingkan profil kompetensi PNS dengan

standar kompetensi Jabatan yang diduduki dan yang
akan diduduki.

Analisis kesenjangan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan hasil
penilaian kinerja PNS dengan target kinerja Jabatan
yang diduduki.

Pasal 207

Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan
kompetensi instansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 205 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PyB.

(2) Kebutuhan . . .
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Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
PPK.

Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;

target PNS yang akan dikembangkan

kompetensinya,;
c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan

standar  kurikulum dari instansi pembina

kompetensi; dan
g. anggaran yang dibutuhkan.

Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke
dalam sistem informasi pengembangan kompetensi
LAN.

Pasal 208

Penyusunan rencana pengembangan kompetensi
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205
ayat (2) huruf b dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk
mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan serta

pembangunan.

Penyusunan rencana pengembangan kompetensi di
tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,

dan Kompentesi Sosial Kultural.

(3) Kompetensi . . .
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(3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas kompetensi teknis dan kompetensi

fungsional.

(4) Penyusunan rencana pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dilakukan
oleh LAN.

(5) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi

teknis dilakukan oleh instansi teknis.

(6) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi

fungsional dilakukan oleh instansi pembina JF.

Pasal 209

(1) Rencana pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 205 disampaikan kepada LAN
sebagai bahan untuk menyusun rencana

pengembangan kompetensi nasional.

(2) Rencana  pengembangan  kompetensi  nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri dan dipublikasikan dalam sistem informasi
pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
ASN.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Pasal 210

(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 ayat (5) huruf b harus
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2).

(2) Pengembangan . . .
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Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam
bentuk:

a. pendidikan; dan/atau

b. pelatihan.
Pasal 211

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2)
huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan
dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan
formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.

Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan dalam rangka memenuhi
kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan

pengembangan karier.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tugas

belajar diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 212

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2)
huruf b dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan
nonklasikal.

Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di
dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan,
seminar, kursus, dan penataran.

(3) Pengembangan . .
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(3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  paling kurang melalui e-learning,
bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh,
magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai
swasta.

(4) Pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara
PNS dengan pegawai swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama
1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan
oleh LAN dan BKN.

Pasal 213

Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara:

a. mandiri oleh internal Instansi Pemerintah yang
bersangkutan;

b. bersama dengan Instansi Pemerintah lain yang
memiliki akreditasi untuk melaksanakan

pengembangan kompetensi tertentu; atau

c. bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi

yang independen.
Pasal 214

(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis

dilakukan melalui jalur pelatihan.

(2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar

kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

(3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

secara berjenjang.

(4) Jenis . ..
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Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis

ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Pelatihan teknis diselenggarakan oleh lembaga
pelatihan terakreditasi.

Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-
masing instansi teknis dengan mengacu pada

pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.
Pasal 215

Pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional
dilakukan melalui jalur pelatihan.

Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
standar kompetensi Jabatan dan pengembangan

karier.

Pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai
dengan jenis dan jenjang JF masing-masing.

Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh instansi pembina JF.

Pelatihan fungsional diselenggarakan oleh lembaga

pelatihan terakreditasi.

Akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh
masing-masing instansi pembina JF dengan mengacu

pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 216

Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Sosial
Kultural dilakukan melalui jalur pelatihan.

(2) Pelatihan. . .
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(2) Pelatihan sosial kultural dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan

dan pengembangan Kkarier.

(3) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai

standar kompetensi Jabatan.

(4) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
LAN.

(5) Pelatihan Kompetensi Sosial Kultural diselenggarakan

oleh lembaga pelatihan terakreditasi.

(6) Akreditasi pelatihan sosial kultural dilaksanakan oleh
LAN.

Pasal 217

(1) Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manajerial
dilakukan melalui jalur pelatihan.

(2) Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manajerial
melalui jalur pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pelatihan struktural.

(3) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:

a. kepemimpinan madya;

b. kepemimpinan pratama;

c. kepemimpinan administrator; dan
d. kepemimpinan pengawas.

(4) Pelatihan struktural kepemimpinan madya

diselenggarakan oleh LAN.

(5) Pelatihan . . .
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Pelatihan  struktural kepemimpinan  pratama,
kepemimpinan administrator, dan kepemimpinan
pengawas diselenggarakan oleh lembaga pelatihan
pemerintah terakreditasi.
Akreditasi  pelatihan  struktural kepemimpinan
dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 218

Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap tujuan
dan sasaran pembangunan nasional dilaksanakan
pelatihan di tingkat nasional yang diikuti oleh pejabat
pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi
madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama, yang
dilaksanakan oleh LAN.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diikuti juga oleh pejabat negara dan direksi dan
komisaris badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan melalui kerja sama dengan instansi lain.

Pasal 219

LAN bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan

penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

Pasal 220

Pelaksanaan pengembangan kompetensi diinformasikan

melalui sistem informasi pelatihan yang terintegrasi

dengan Sistem Informasi ASN.

Paragraf 4. . .
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Paragraf 4

Evaluasi Pengembangan Kompetensi

Pasal 221

Evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan untuk
menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi
Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural PNS
dengan standar kompetensi Jabatan dan
pengembangan karier.

Evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh LAN.

Hasil evaluasi pengembangan Kompetensi Manajerial

dan Kompetensi Sosial Kultural disampaikan kepada
Menteri.

Pasal 222

Evaluasi pengembangan kompetensi teknis
dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara
kebutuhan kompetensi teknis PNS dengan standar
kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

Evaluasi pengembangan kompetensi teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
instansi teknis masing-masing.

Hasil evaluasi pengembangan kompetensi teknis
disampaikan kepada Menteri melalui LAN.

Pasal 223

Evaluasi pengembangan kompetensi fungsional
dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara
kebutuhan kompetensi fungsional PNS dengan
standar kompetensi Jabatan dan pengembangan
karier.

(2) Evaluasi . .
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(2) Evaluasi pengembangan kompetensi fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
instansi pembina JF.

(3) Hasil evaluasi pengembangan kompetensi fungsional
disampaikan kepada Menteri melalui LAN.

Pasal 224

Hasil evaluasi pengembangan kompetensi nasional
dipublikasikan dalam sistem informasi pelatihan yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi
diatur dengan Peraturan Kepala LAN.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Manajemen Karier

Paragraf 1
Sistem Informasi Manajemen Karier
Instansi Pemerintah

Pasal 226

(1) Setiap Instansi Pemerintah wajib memiliki sistem
informasi manajemen karier instansi.

(2) Sistem informasi manajemen karier instansi berisi
informasi mengenai rencana dan pelaksanaan

manajemen karier.

(3) Sistem . . .
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(3) Sistem informasi manajemen karier instansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
ASN.

(4) PPK wajib memutakhirkan data dan informasi dalam
sistem informasi manajemen karier instansi.

(5) PPK memasukkan data dan informasi manajemen
karier di lingkungannya ke dalam Sistem Informasi
ASN paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan
untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Paragraf 2
Sistem Informasi Manajemen Karier Nasional

Pasal 227

(1) Sistem informasi manajemen karier secara nasional
dikelola oleh BKN berdasarkan informasi dan data
penyelenggaraan manajemen karier oleh setiap
instansi.

(2) BKN wajib melakukan verifikasi terhadap informasi
dan data penyelenggaraan manajemen karier paling
lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian informasi
oleh instansi.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN

Pasal 228

(1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem
prestasi dan sistem karier.

(2) Penilaian . . .
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(2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan
perencanaan Kkinerja pada tingkat individu dan
tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan
target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif,

terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

(4) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung dari PNS
atau pejabat yang ditentukan oleh PyB.

Pasal 229

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam
kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi
disiplin PNS.

(2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan
disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai
upaya peningkatan disiplin.

(3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi
hukuman disiplin.

(4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang

menghukum.
Pasal 230

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja PNS
dan disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228
dan Pasal 229, diatur dengan Peraturan Pemerintah

tersendiri.
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BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 231

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja
dalam  melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.

Pasal 232

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231,

dapat berupa pemberian:
tanda kehormatan;
kenaikan pangkat istimewa;

c. kesempatan prioritas untuk pengembangan

kompetensi; dan/atau

d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara

kenegaraan.
Pasal 233

Pemberian penghargaan berupa tanda kehormatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a,
diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 234

Pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat
istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232
huruf b, diberikan kepada PNS berdasarkan pada
penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam

menjalankan tugas Jabatan.

Pasal 235. . .
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Pasal 235

Penghargaan berupa kesempatan tambahan untuk
pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 huruf c, diberikan kepada PNS yang
mempunyai nilai kinerja yang sangat baik, memiliki
dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi dan
merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi
sebagaimana diatur dalam Pasal 203.

Pasal 236

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232
huruf b dan huruf ¢ diberikan oleh PyB setelah mendapat
pertimbangan tim penilai kinerja PNS atas usul pimpinan
unit kerja.

Pasal 237

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232
huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Dasar Pemberhentian

Paragraf 1
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

Pasal 238

(1) PNS yang mengajukan permintaan berhenti,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(2) Permintaan .
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(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu)

tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih

diperlukan untuk kepentingan dinas.

(3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditolak apabila:

a.

sedang dalam proses peradilan karena diduga
melakukan tindak pidana kejahatan;

terikat kewajiban bekerja pada Instansi
Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang
memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran
disiplin PNS;

sedang mengajukan upaya banding administratif
karena dijatuhi hukuman disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS;
sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau

alasan lain menurut pertimbangan PPK.

Paragraf 2

Pemberhentian Karena Mencapai

Batas Usia Pensiun

Pasal 239

(1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(2) Batas . .
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Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat
administrasi, pejabat fungsional ahli muda,
pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat
fungsional keterampilan;

b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan
tinggi dan pejabat fungsional madya; dan

C. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang
memangku pejabat fungsional ahli utama.

Pasal 240

Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang
ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan

sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam

undang-undang yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pemberhentian karena Perampingan Organisasi

(1)

(2)

atau Kebijakan Pemerintah
Pasal 241

Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan
PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan
pada Instansi Pemerintah lain.

Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak
dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan pada saat terjadi perampingan organisasi
sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa
kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan
hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila . . .
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Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. tidak dapat disalurkan pada instansi lain;

b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan
c. masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun,
diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun.

Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
disalurkan maka PNS tersebut diberhentikan dengan
hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang
tunggu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan
pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat
mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelebihan
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Pemberhentian Karena Tidak Cakap
Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 242

PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani

diberhentikan dengan hormat apabila:

a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan
karena kesehatannya,;

b. menderita . . .
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b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya
bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya;
atau

c. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya
cuti sakit.

(2) Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau
rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil pemeriksaan tim  penguji
kesehatan.

(3) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibentuk oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

(4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) beranggotakan dokter pemerintah.

(5) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mendapat hak kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia,
Tewas, atau Hilang

Pasal 243

(1) PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) PNS dinyatakan meninggal dunia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. meninggalnya . . .
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a. meninggalnya tidak dalam dan  karena
menjalankan tugas;

b. meninggalnya sedang menjalani masa uang
tunggu; atau

c. meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar
tanggungan negara.

PNS dinyatakan tewas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) apabila meninggal:

a. dalam dan karena menjalankan tugas dan
kewajibannya,;

b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya
dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan
dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani
atau jasmani yang didapat dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan
lain yang ada hubungannya dengan kedinasan;
dan/atau

d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung
jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.

Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) telah berkeluarga, kepada janda/duda atau
anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) tidak berkeluarga, kepada orang tuanya
diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 244

Seorang PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan
dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila:

a. tidak ...
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a. tidak diketahui keberadaannya; dan

b. tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal

dunia.

PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap telah meninggal dunia dan dapat
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir
bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.

Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk
berdasarkan surat keterangan atau berita acara
pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik

Indonesia.
Janda/duda atau anak PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan hak kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 245

Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 244 ayat (1) ditemukan kembali dan
masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai PNS
sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas

Usia Pensiun.

Pengangkatan kembali sebagai PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PNS yang
bersangkutan diperiksa oleh PPK dan pihak

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal  berdasarkan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang
karena kemauan dan kemampuan yang
bersangkutan, PNS yang bersangkutan dijatuhi
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 246 . ..
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Pasal 246

Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 244 ayat (1) ditemukan kembali dan
telah mencapai Batas Usia Pensiun, PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan
diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK dan pihak

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam  hal berdasarkan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang
karena kemauan dan kemampuan yang
bersangkutan, PNS yang bersangkutan wajib
mengembalikan hak kepegawaian yang telah diterima
oleh janda/duda atau anaknya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemberhentian karena Melakukan

Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 247

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak

diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun

dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 248 . . .
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Pasal 248

PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua)
tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana tidak dengan berencana,
tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan
martabat dari PNS;

b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah
diaktifkan kembali; dan

d. tersedia lowongan Jabatan.

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang
dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana tidak dengan berencana,

tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia
lowongan Jabatan.

Pasal 249

PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan
menjalani pidana penjara maka tetap bersatus
sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya
sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan
kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan
Jabatan.

Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

(4) PNS . . .
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(4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima
puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan
dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
atau

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan hukuman pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan

berencana.
Pasal 251

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari
2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 252 . . .
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Pasal 252

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250
huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung
mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas
perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Paragraf 7
Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 253

(1) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran
disiplin PNS tingkat berat.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
disiplin PNS. '

Paragraf 8

Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan
Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil
Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pasal 254

(1) PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat
ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan
pemilihan umum.

(2) Pernyataan . . .
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(2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
(3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS.

(4) PNS yang melanggar Kkewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS.

(5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang
bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan
Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan
Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas
melaksanakan pemilihan umum.

Paragraf 9
Pemberhentian karena Menjadi

Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
Pasal 255

(1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik.

(2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai

politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.

(3) PNS . . .
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(3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri
PNS yang bersangkutan.

(4) PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai PNS.

(5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung
mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi

anggota dan/atau pengurus partai politik.

Paragraf 10
Pemberhentian karena Tidak Menjabat Lagi

Sebagai Pejabat Negara
Pasal 256

(1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil
ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua,
wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial,
ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri,
kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua)
tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

(2) Selama . . .
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(2) Selama menunggu tersedianya lowongan Jabatan
sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan
kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan
Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat
sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai
akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tidak tersedia

lowongan Jabatan.

Paragraf 11
Pemberhentian Karena Hal Lain

Pasal 257

(1) PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar
tanggungan negara wajib melaporkan diri secara

tertulis kepada instansi induknya.

(2) Batas waktu melaporkan diri secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar
tanggungan negara.

(3) PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan

dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) PNS . . .
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PNS yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi tidak dapat diangkat dalam
Jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada

instansi lain.
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaktifkan
kembali sebagai PNS sesuai Jabatan yang tersedia.

Penyaluran pada instansi lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan oleh PPK setelah
berkoordinasi dengan Kepala BKN.

PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS.

PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diberikan hak kepegawaian

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam

pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri.

(1)

Pasal 259

PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar
wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12 . .
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Paragraf 12
Sistem Informasi Manajemen
Pemberhentian dan Pensiun

Pasal 260

Sistem informasi manajemen pemberhentian dan
pensiun  secara nasional dikelola oleh BKN
berdasarkan informasi dan data pengelolaan
pemberhentian dan pensiun Instansi Pemerintah.

Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan informasi
dan data PNS melalui sistem informasi manajemen
pemberhentian dan pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

BKN melakukan verifikasi terhadap informasi dan
data pengelolaan pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk pemberian pertimbangan teknis
pensiun PNS kepada Instansi Pemerintah.

Sistem informasi manajemen pemberhentian dan
pensiun merupakan bagian dari Sistem Informasi
ASN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
manajemen pemberhentian dan pensiun diatur
dengan Peraturan Kepala BKN.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian

Paragraf 1

Tata Cara Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

(1)

Pasal 261

Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara
tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara
hierarki.

(2) Permohonan . . .
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(2) Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri
disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah

mendapat rekomendasi dari PyB.

(3) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak,
PPK menyampaikan alasan penundaan atau
penolakan secara tertulis kepada PNS yang

bersangkutan.

(4) Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau
penolakan permohonan pemberhentian atas
permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak permohonan

diterima.

(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya.

(6) Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian PNS  dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian

karena Mencapai Batas Usia Pensiun

[

Pasal 262

(1) Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon
penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai
Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima
belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia

Pensiun.

(2) PPK . . .



(2)

(3)

&@&?

1)

43@

)
ey AZ

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang
mencapai Batas Usia Pensiun kepada Presiden atau
PPK  berdasarkan kelengkapan berkas yang
disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak
Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon

penerima pensiun.
Presiden atau PPK menetapkan  keputusan

pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama

1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia

Pensiun.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Karena Perampingan

Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 263

PPK menginventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat
perampingan organisasi.

Kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKN.

Menterli merumuskan kebijakan penyaluran kelebihan

PNS pada Instansi Pemerintah.

Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS
pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kelebihan PNS tidak dapat disalurkan pada
Instansi Pemerintah, PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 4. . .
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Paragraf 4
Tata Cara Pemberhentian
karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 264

(1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak cakap
jasmani dan/atau rohani, berdasarkan hasil
pengujian kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan
diajukan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF keahlian utama;

atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT
pratama, JA, dan JF selain JF keahlian utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan
kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan.

Paragraf 5
Tata Cara Pemberhentian
karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang

Pasal 265

(1) PPK atau PyB mengusulkan pemberhentian dengan
hormat PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang
kepada Presiden atau PPK.

(2) Presiden . . .
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(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Paragraf 6

Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan

Tindak Pidana/Penyelewengan
Pasal 266

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan
hormat PNS yang melakukan tindak pidana/

penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki
JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan
hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan . . .
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Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh

satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Paragraf 7
Tata Cara Pemberhentian

karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 267

Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Presiden atau PPK menetapkan  keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh

satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Paragraf 8 . . .
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Paragraf 8

Tata Cara Pemberhentian karena Mencalonkan

Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota,

(1)

(3)

Wakii Bupati/Wakil Walikota
Pasal 268

Permohonan  berhenti sebagai PNS  karena
mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan
Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil
Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis
dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri
kepada PPK melalui PyB secara hierarki setelah
ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas

melaksanakan pemilihan umum.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT
pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Keputusan . . .
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Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Paragraf 9

Tata Cara Pemberhentian

karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 269

Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi
anggota dan/atau pengurus partai politik diajukan
secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara
hierarki.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 270 . .. .
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Pasal 270

(1) Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang

tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota

dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki
JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh
satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan
terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik.

Paragraf 10

Tata Cara Pemberhentian

karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara

Pasal 271

(1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak

menjabat lagi sebagai pejabat negara dan tidak

tersedia lowongan Jabatan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB. ..



S

X

%, s .

1

v

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki
JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan Kkeputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Paragraf 11

Tata Cara Pemberhentian karena Hal Lain
Pasal 272

(1) Pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak
melaporkan diri kembali kepada instansi induknya
setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan

negara diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang pada saat
mengajukan cuti di luar tanggungan negara
menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli

utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang pada saat
mengajukan cuti di luar tanggungan negara
menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF
ahli utama.

(2) Presiden . . .
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Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 273

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri PNS yang menggunakan ijazah palsu

diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki
JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
Pasal 274

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri bagi PNS yang tidak melapor setelah selesai
menjalankan tugas belajar dalam waktu yang

ditentukan diusulkan oleh:

a. PPK ...
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a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang sebelum
menjalankan tugas belajar menduduki JPT utama,

JPT madya, dan JF ahli utama; atau
b. PyB kepada PPK bagi PNS yang sebelum

menjalankan tugas belajar menduduki
JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Paragraf 12

Penyampaian Keputusan Pemberhentian
Pasal 275

(1) Presiden atau PPK menyampaikan keputusan
pemberhentian  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang
diberhentikan.

(2) Tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala
BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi

manajemen pemberhentian dan pensiun.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali

Paragraf 1
Pemberhentian Sementara
Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila:

a. diangkat menjadi pejabat negara;

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga

nonstruktural; atau

c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pasal 277

(1) PNS yang diangkat menjadi:

a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah

Konstitusi;

b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa

Keuangan;

ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

e. menteri dan jabatan setingkat menteri; dan

f. kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar

Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,

diberhentikan sementara sebagai PNS.

(2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang

berasal dari JF Diplomat dikecualikan dari ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PNS. ..
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PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural diberhentikan sementara
sebagai PNS.

PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana
diberhentikan sementara sebagai PNS.

Pasal 278

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejak
yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat
selesainya masa tugas sebagai pejabat negara,

komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

PNS yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat
negara, Komisioner, atau anggota lembaga
nonstruktural melapor kepada PPK paling lama

1 (satu) bulan sejak selesainya masa tugas.
Pasal 279

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b tidak
diberikan penghasilan sebagai PNS.

Penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diberikan pada bulan berikutnya
sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner,

atau anggota lembaga nonstruktural.
Pasal 280

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak
PNS ditahan.

(2) PNS. . .
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PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada
PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 281

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan

penghasilan.

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan uang
pemberhentian sementara.

Uang  pemberhentian  sementara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir
sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uang  pemberhentian sementara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan

berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian

sementara.

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan
sampai dengan:

a.

dibebaskannya tersangka dengan surat perintah
penghentian penyidikan atau penuntutan oleh

pejabat yang berwenang; atau

b. ditetapkannya . . .
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b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 283

(1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada

saat mencapai Batas Usia Pensiun:

a. apabila belum ada putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan
penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima

persen) dari hak pensiun;

b. apabila  berdasarkan putusan pengadilan
dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhitungkan
uang pemberhentian sementara yang sudah
diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya
Batas Usia Pensiun;

c. apabila  berdasarkan putusan pengadilan
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan tidak berencana, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan
yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun
dan hak atas pensiun dibayarkan mulai bulan

berikutnya; dan

d. apabila . . .



d.

R

@Q@F’g

“‘l."l
A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

apabila  berdasarkan  putusan pengadilan
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan berencana, diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai PNS dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan
yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun
dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah
dibayarkan.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila

meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 284

(1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh:

a.

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki
JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Keputusan . . .
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(3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana

(2)

(3)

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama

14

(empat belas) hari kerja setelah usul

pemberhentian sementara diterima.

Paragraf 3
Pengaktifan Kembali

Pasal 285

Dalam hal PNS yang menjadi:

a.

tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat
penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan
dugaan tindak pidananya;

tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat
penuntutan, dan menurut Jaksa yang

bersangkutan dihentikan penuntutannya; atau

terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat
pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan
tidak bersalah atau dilepaskan dari segala

tuntutan,

maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai
PNS.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan

kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia

lowongan Jabatan.

PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan penghasilan yang dibayarkan

sejak diangkat dalam Jabatan.

(4) PNS . . .
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PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS,
pembayaran penghasilannya diberikan sebagai
berikut:

a. bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah,
kekurangan bagian penghasilan yang tidak
diterima selama yang bersangkutan diberhentikan
sementara dibayarkan kembali dengan
memperhitungkan uang pemberhentian
sementara yang sudah diterima; dan

b. bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan,
kekurangan bagian penghasilan yang tidak
diterima selama yang bersangkutan diberhentikan
sementara tidak dibayarkan.

Paragraf 4
Tata Cara Pengaktifan Kembali

Pasal 286

PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara,
komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural,
atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali
sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung setelah yang bersangkutan
diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner,
atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang
dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali
sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan . . .
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Keputusan pengaktifan  kembali  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama
14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan
kembali diterima.

Pasal 287

) PNS vang telah selesai menjalankan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang
dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan
kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai
menjalankan pidana penjara.

Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan
pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua
puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang
bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan
kembali.

PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali
sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan  pengaktifan  kembali  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama
14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan
kembali diterima.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat

Kewenangan Pemberhentian, Pemberhentian

Sementara, dan Pengaktifan Kembali

Paragraf 1

Kewenangan Pemberhentian

Pasal 288

Presiden menetapkan pemberhentian PNS  di
lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan
Instansi Daerah yang menduduki JPT utama,
JPT madya, dan JF ahli utama.

Pasal 289

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan
pemberhentian PNS selain yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

a. menteri di kementerian;

pimpinan lembaga di lembaga pemerintah

nonkementerian,;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara

dan lembaga nonstruktural;
d. gubernur di provinsi; dan
e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a termasuk:
a. Jaksa Agung; dan
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b termasuk:

a. Kepala . ..
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a. Kepala Badan Intelejen Negara; dan
b. pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c¢ termasuk juga Sekretaris Mahkamah
Agung.

Pasal 290

PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap:
a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
b. PNS yang menduduki:
1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli
pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan
JF pemula.

Pasal 291

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan

pemberhentian terhadap:

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

b. PNS yang menduduki:
1. JPT pratama;
2. JA;
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JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli
pertama; dan

JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan
JF pemula.

Pasal 292

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan

pemberhentian terhadap:

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk

diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

b. PNS yang menduduki:

1.
2.
3.

JPT pratama;
JA;
JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli

pertama; dan

JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan
JF pemula.

Paragraf 2

Kewenangan Pemberhentian Sementara

dan Pengaktifan Kembali

Pasal 293

(1) Presiden menetapkan pemberhentian sementara PNS

di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan

Instansi Daerah yang menduduki JPT utama,
JPT madya, dan JF ahli utama.

(2) Presiden. .
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(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan
pemberhentian sementara PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, selain PNS di
lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan

Instansi Daerah yang menduduki:
JPT Pratama;
JA;

c. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli
pertama; dan

d. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan
JF pemula.

Pasal 294

Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS
yang diberhentikan sementara di lingkungan Instansi
Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Kelima

Hak Kepegawaian bagi PNS yang Diberhentikan
Pasal 295

PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan
diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keenam . .
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Bagian Keenam

Uang Tunggu dan Uang Pengabdian
Pasal 296

Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama
5 (lima) tahun.

Pasal 297

(1) Uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296
diberikan dengan ketentuan:

a. 100% (seratus persen) dari gaji, untuk tahun
pertama; dan
b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji untuk tahun
selanjutnya.
(2) Besarnya uang tunggu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak boleh kurang dari gaji terendah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya
terhitung sejak tanggal PNS yang bersangkutan

diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya.

Pasal 298

PNS yang menerima uang tunggu wajib melaporkan diri
kepada PPK melalui PyB paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu.

Pasal 299

(1) PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat
kembali dalam Jabatan apabila ada lowongan.

(2) PNS. .
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(2) PNS yang menerima uang tunggu yang menolak
untuk diangkat kembali dalam Jabatan,
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS pada akhir bulan yang

bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.
Pasal 300

PNS yang menerima uang tunggu dan diangkat kembali
dalam Jabatan, dicabut pemberian uang tunggunya
terhitung sejak pengangkatannya, dan yang

bersangkutan menerima penghasilan penuh sebagai PNS.

Pasal 301

Pemberian dan pencabutan uang tunggu ditetapkan oleh
PPK.

Pasal 302

(1) PNS yang tidak dapat disalurkan pada Instansi
Pemerintah lain karena perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 241 diberikan uang tunggu.
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat

masa uang tunggu berakhir, memiliki masa kerja
pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun
diberhentikan dengan hormat dan diberi uang
pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Besar uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah 6 (enam) kali masa kerja kali gaji
terakhir yang diterima.

BAB IX. . .
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BAB IX
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS

Pasal 303

(1) PNS diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas.
(2) Gaji, tunjangan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

tersendiri.

BAB X
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA

Pasal 304

(I) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan
pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS
diberikan sebagai perlindungan kesinambungan
penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai

penghargaan atas pengabdian PNS.

(3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan
dalam program jaminan sosial nasional.

(4) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan
hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi

kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

Pasal 305 ...



i

l‘-}

%, <5

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Pasal 305

Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
304 ayat (1) diberikan kepada:

a.

PNS yang diberhentikan dengan hormat karena
meninggal dunia;

PNS yang diberhentikan dengan hormat atas
permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat
puluh lima) tahun dan masa Kkerja paling sedikit
20 (dua puluh) tahun;

PNS yang diberhentikan dengan hormat karena
mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki
masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh)
tahun;

PNS yang diberhentikan dengan hormat karena
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah
yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah
berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan
masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

PNS yang diberhentikan dengan hormat karena
dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan
apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani
yang disebabkan oleh dan karena menjalankan
kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia
dan masa kerja; atau

PNS yang diberhentikan dengan hormat karena
dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan
apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani
yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan
kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja
untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

Pasal 306 ...
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Pasal 306

Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda
PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 307

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program
jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam
Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB XI
PERLINDUNGAN

Pasal 308

(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. bantuan hukum.

(2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢
mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam
program jaminan sosial nasional.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam
perkara yang dihadapi di pengadilan terkait
pelaksanaan tugasnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah tersendiri.

BABXII . ..
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BAB XII
CUTI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 309

Cuti diberikan oleh PPK.
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mendelegasikan  sebagian wewenangnya kepada
pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti,
kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah
ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang
bukan bagian dari kementerian atau lembaga
diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan

kecuali cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kedua
Jenis Cuti

Pasal 310

Cuti terdiri atas:

a.

o

® a o

g

cuti tahunan;

cuti besar;

cuti sakit;

cuti melahirkan;

cuti karena alasan penting;
cuti bersama; dan

cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Ketiga . . .



A
F

R,
P V’g&

‘}:‘}
>§\

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-171 -

Bagian Ketiga

Cuti Tahunan

Pasal 311

(1) PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang
1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti

tahunan.

(2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari
kerja.

(3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat
yang  menerima  delegasi wewenang  untuk

memberikan hak atas cuti tahunan.

(4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada
ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk

memberikan hak atas cuti tahunan.

Pasal 312

Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di
tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti
tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama
12 (dua belas) hari kalender.

Pasal 313. ..
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Pasal 313

Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam
tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam
tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan
belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun
berjalan.

Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua)
tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan
dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti
tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 314

Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan
penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima
delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti
untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila
kepentingan dinas mendesak.

Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua

puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti
tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 315

PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan

Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat

liburan menurut peraturan perundang-undangan,

disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak

cuti tahunan.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat

Cuti Besar
Pasal 316

PNS yang telah bekerja paling singkat S (lima) tahun
secara terus menerus berhak atas cuti besar paling
lama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus
menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya
belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.

PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak
berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang
bersangkutan.

Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.
Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk

memberikan hak atas cuti besar.

Pasal 317

Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh

PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang

untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling

lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas

mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Pasal 318 ...
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Pasal 318

Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang

bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Bagian Kelima
Cuti Sakit

Pasal 319

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

(1)

(3)

Pasal 320

PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan
14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan
ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat
yang menerima  delegasi wewenang  untuk
memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan
surat keterangan dokter.

PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas)
hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS
yang bersangkutan harus mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang
menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak
atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan
dokter pemerintah.

Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang
perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan

keterangan lain yang diperlukan.

(4) Hak . . .
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Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam)
bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat
keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh
tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PNS belum
sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya
karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 321

PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas
cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah)
bulan.

Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan

melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 322 . ..
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Pasal 322

PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena
menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang
bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas
cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari
penyakitnya.

Pasal 323

Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan

menerima penghasilan PNS.
Pasal 324

(1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk
memberikan hak atas cuti sakit.

(2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Bagian Keenam
Cuti Melahirkan

Pasal 325

(1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan
kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak
atas cuti melahirkan.

(2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya,
kepada PNS diberikan cuti besar.

(3) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 326 . . .
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Pasal 326

Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, PNS yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti
melahirkan.

Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk

memberikan hak atas cuti melahirkan.

Pasal 327

Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang

bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Bagian Ketujuh

Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 328

PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

a.

ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak,
mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal
dunia;

salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada
huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan
perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus
mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang
meninggal dunia; atau

melangsungkan perkawinan.

Pasal 329 . ..
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Pasal 329

PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik
Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya dapat
mengajukan cuti karena alasan penting guna

memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.

Pasal 330

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK
atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk
memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling

lama 1 (satu) bulan.

Pasal 331

(1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan
penting, PNS yang bersangkutan mengajukan
permintaan secara tertulis dengan menyebutkan
alasan kepada PPK atau pejabat yang menerima
delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti
karena alasan penting.

(2) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh
PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti karena alasan
penting.

(3) Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang
bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari
PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti karena alasan
penting, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang
bersangkutan bekerja dapat memberikan izin
sementara secara tertulis untuk menggunakan hak

atas cuti karena alasan penting.

(4) Pemberian . . .
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Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus segera diberitahukan kepada PPK
atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti karena alasan
penting.

PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti karena alasan
penting setelah menerima pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan
hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS yang
bersangkutan.

Pasal 332

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan

penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan
PNS.

(1)

(3)

(4)

Bagian Kedelapan

Cuti Bersama
Pasal 333

Presiden dapat menetapkan cuti bersama.

Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi hak cuti tahunan.

PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak
atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah
sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak
diberikan.

Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesembilan . . .
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Bagian Kesembilan

Cuti di Luar Tanggungan Negara
Pasal 334

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun
secara terus-menerus karena alasan pribadi dan
mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan
negara.

Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan
untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada
alasan-alasan yang penting untuk

memperpanjangnya.
Pasal 335

Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS
yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti

di luar tanggungan negara harus diisi.
Pasal 336

Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara,
PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan.

Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat
diberikan dengan surat keputusan PPK setelah

mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

(3) PPK . . .
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PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar
tanggungan negara.

Permohonan cuti di luar tanggungan negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak.

Pasal 337

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan
PNS.

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara

tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kesepuluh

Ketentuan Lain Terkait Cuti
Pasal 338

PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf a,
huruf b, huruf e, dan huruf f dapat dipanggil kembali
bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu
cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS

yang bersangkutan.

Pasal 339 . ..
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Pasal 339

Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal
310 huruf a sampai dengan huruf e yang akan
dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh
PPK.

Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang
bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat
yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan
bekerja dapat memberikan izin sementara secara

tertulis untuk menggunakan hak atas cuti.

Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus segera diberitahukan kepada PPK.

PPK setelah menerima pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memberikan hak atas cuti
kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 340

Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti

karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis
terhadap calon PNS.

Pasal 341

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti

diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

BABXIII . . .
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BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
PNS yang Menjadi Pejabat Negara dan

Pimpinan atau Anggota Lembaga Nonstruktural
Pasal 342

PNS dapat diangkat, dicalonkan, atau mencalonkan diri
menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota

lembaga nonstruktural.
Pasal 343

(I) PNS dapat diangkat menjadi pejabat negara dan

pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural.
(2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah
Agung; .
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah

Konstitusi;

c. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;

d. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

e. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

f. menteri dan jabatan setingkat menteri;

g. kepala . . .
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g. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan

h. Pejabat negara lain yang ditetapkan oleh Undang-
Undang.

(3) PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan
pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural,

diberhentikan sementara sebagai PNS.

(4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan oleh:

a. Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,
JPT madya, dan JF ahli utama; dan

b. PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,
dan JF selain JF ahli utama.

(5) Salinan surat keputusan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada Kepala BKN.

(6) Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana

imaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 284.

Pasal 344

Selama menjadi pejabat negara dan pimpinan atau
anggota lembaga nonstruktural, masa kerja sebagai
pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga

nonstruktural tidak diperhitungkan sebagai masa kerja
PNS.

Bagian Kedua . .
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Bagian Kedua

PNS yang Mencalonkan Diri atau Dicalonkan

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

menjadi Pejabat Negara
Pasal 345

PNS dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi

pejabat negara.

Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan
Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 346

PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
345 ayat (2) wajib mengundurkan diri secara tertulis
sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon oleh
lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan

umum.

Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

PNS vyang mengundurkan diri secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
dengan hormat.

(4) PNS . . .
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(4) PNS yang tidak mengajukan pengunduran diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai PNS.

(5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku
terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang
bersangkutan ditetapkan sebagai calon oleh lembaga

yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Bagian Ketiga
Hak Kepegawaian PNS yang diangkat
Menjadi Pejabat Negara dan Pimpinan atau

Anggota Lembaga Nonstruktural

Pasal 347

PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan
atau anggota lembaga nonstruktural berhak atas
penghasilan sebagai pejabat negara dan pimpinan atau
anggota lembaga nonstruktural sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 348

PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan
atau anggota lembaga nonstruktural tidak dibayarkan
penghasilan sebagai PNS.

Pasal 349 . ..
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Pasal 349

PNS yang diangkat menjadi:

a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah
Konstitusi;

b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;
ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial,

d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi,

e. menteri dan jabatan setingkat menteri;

f. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

g. pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural;

h. wakil menteri;

i. staf khusus; dan

J. pimpinan atau staf pada organisasi internasional,

pada saat mencapai Batas Usia Pensiun selama masa
jabatannya, diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS, dengan mendapat hak kepegawaian berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas Usia Pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun kecuali
untuk PNS yang menduduki JF diplomat yang
diangkat menjadi kepala perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat

Masa Persiapan Pensiun
Pasal 350

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, sebelum
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan
pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.

Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun.

Selama masa persiapan pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan
mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan
sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang
diterima.

Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak,
permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat

ditolak atau ditangguhkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara masa
persiapan pensiun diatur dengan Peraturan Kepala
BKN.

BAB XIV . ..
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 351

Calon PNS dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun
dan belum mengikuti pelatihan prajabatan sampai
dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, wajib
mengikuti pelatihan prajabatan berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini

mulai berlaku.

Pasal 352

Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada
saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap
berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan
mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan
Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal 353

Pejabat administrator yang belum memenuhi persyaratan
kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b wajib

memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 354 . ..
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Pasal 354

PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan
sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia
Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun,
Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima)
tahun.

Pasal 355

PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun
dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda,
dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan
60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap

60 (enam puluh) tahun.

Pasal 356

PNS yang diangkat dalam JF ahli muda, JF ahli pertama,
dan JF penyelia setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas
Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 58), Batas Usia Pensiunnya 58 (lima
puluh delapan) tahun.

Pasal 357 ...
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Pasal 357

PNS yang menduduki JA dan JPT yang telah
melaksanakan tugas-tugas JF sebelum Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku dapat diangkat dalam
JF melalui penyesuaian yang dilaksanakan 1 (satu) kali

secara nasional untuk paling lama:
a. 2 (dua) tahun untuk masa persiapan; dan
b. 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan,

terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi,
kualifikasi, dan kompetensi serta dilaksanakan sesuai

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 358

PNS yang telah menduduki JPT tetapi belum memenuhi
persyaratan Jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini, wajib memenuhi persyaratan Jabatan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 359

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PNS
yang sedang menjalani pemberhentian sementara yang
ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa tetap
menerima penghasilan PNS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sampai dengan

selesainya masa pemberhentian sementara.

Pasal 360 . ..
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Pasal 360

PNS yang sedang menjalankan cuti berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3093), sisa masa cutinya berlaku sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 361

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini
harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak

Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Pasal 362

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan
dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2797);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang
Sumpah /Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaré
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

3. Peraturan . . .
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang
Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3138);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan . . .
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan
Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3697) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai
Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4560);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);

10. Peraturan . . .
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

11

12.

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4019);

13. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk
Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4085), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk
Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5095);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164); dan

15. Peraturan. . .
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai
Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 363

Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan,
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi,
penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun
dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini.

Pasal 364

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang
berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen
PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan
PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme
dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas
pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden
selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang dapat
mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PPK.

Dalam penyelenggaraan Manajemen PNS, Presiden atau PPK
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kewenangan pembinaan Manajemen PNS dapat didelegasikan

kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam . ..



II.

W)
CWE

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

W

R

o2

-0

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi
pengambilan keputusan dalam Manajemen PNS diperlukan sistem
informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan,
sistem informasi manajemen karier, dan sistem informasi manajemen
pemberhentian dan pensiun, yang merupakan bagian yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Manajemen PNS dalam Peraturan Pemerintah ini berisi
ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier,
promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan
hari tua, serta perlindungan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan dinamika/perkembangan
organisasi Kementerian/Lembaga antara lain

penghapusan/penggabungan Kementerian/Lembaga.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 ...
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb. ..
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan
instansi pembina JF dalam penyusunan materi
seleksi kompetensi bidang” adalah mengoordinasi
instansi pembina dalam penyusunan materi
seleksi yang sesuai dengan kebutuhan JF yang
bersangkutan, termasuk penyusunan soal yang
dilakukan oleh instansi pembina JF.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
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Pasal 31 ...



Lo
O I

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

0

o

-7 -

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Penghitungan 1 (satu) tahun masa percobaan dilakukan
terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai calon
PNS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah proses
pendidikan dan pelatihan yang memadukan antara
pelatihan klasikal dengan nonklasikal, dan antara
Kompetensi Sosial Kultural dengan kompetensi bidang.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35 . ..



Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
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Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46 . ..
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Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Larangan rangkap Jabatan dimaksudkan untuk optimalisasi

pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “JF yang setingkat dengan
Jabatan pengawas” adalah JF yang kelas

Jabatannya sama dengan kelas Jabatan

pengawas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56 . ..
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Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurufd. ..
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Hurufd
Pemberhentian karena menjalani tugas belajar
adalah pemberhentian pejabat administrasi yang
ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan
sama sekali tidak melaksanakan tugasnya lebih
dari 6 (enam) bulan secara terus menerus.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “ditugaskan secara penuh
di luar JA” adalah pejabat administrasi yang
secara definitif diangkat dan ditugaskan dalam JF
atau JPT.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “persyaratan Jabatan”
adalah syarat menduduki JA pada masing-masing
jenjang JA.

Ayat (2)

Dalam keadaan tertentu antara lain yang bersangkutan

harus menyelesaikan pekerjaan atau tanggung

jawabnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67 . ..
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Pasal 67
Penentuan berkedudukan dan tanggung jawab secara
langsung disesuaikan dengan struktur organisasi masing-
masing Instansi Pemerintah.

Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Urutan jenjang JF keahlian dari jenjang paling tinggi ke
paling rendah adalah ahli utama, ahli madya, ahli
muda, dan ahli pertama.

Ayat (3)
Urutan jenjang JF keterampilan dari jenjang paling
tinggi ke paling rendah adalah penyelia, mahir, terampil,
dan pemula.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9) ...
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Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “penyesuaian” adalah
yang dikenal dengan istilah inpassing.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.
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Pasal 94 .
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Pemberhentian karena menjalani tugas belajar

adalah pemberhentian pejabat fungsional yang

ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan

melaksanakan

fungsionalnya lebih dari 6 (enam) bulan secara

Yang dimaksud dengan “ditugaskan secara penuh

di luar JF” adalah pejabat fungsional yang secara

definitif diangkat dan ditugaskan dalam JA atau

Yang dimaksud dengan “persyaratan Jabatan”

adalah syarat menduduki JF pada masing-masing
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Pasal 94
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
sama  sekali tidak
terus menerus.
Huruf e
JPT.
Huruf f
jenjang JF.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97 . ..
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Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal ini seperti:
a. Jaksa yang diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi,

wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri,
atau kepala cabang kejaksaan negeri;

b. Perancang peraturan perundang-undangan ahli madya
yang diangkat menjadi Direktur Perancangan Peraturan
Perundang-undangan atau Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan; atau

c. Diplomat ahli utama yang diangkat menjadi Direktur
Jenderal Amerika dan Eropa.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104 . ..



1)

T

a@; @

%y, L
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “non-PNS” adalah warga negara

Indonesia di luar kalangan PNS dan prajurit Tentara

Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Huruf a
Angka 1

Yang dimaksud dengan “warga negara Indonesia”
adalah warga negara Indonesia yang tidak pernah
mendapat kewarganegaraan lain atas permintaan
sendiri.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4 . ..
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Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “integritas” antara lain

tidak pernah mengikuti wajib militer atau dinas

militer negara lain.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113 ...
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Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “sistem” adalah
mekanisme penetapan status pelamar pada setiap
tahapan.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud JPT Madya tertentu adalah jabatan-
jabatan yang oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan
tertinggi pembinaan ASN dipandang perlu proses
pengisiannya dilakukan oleh panitia seleksi yang
pembentukannya oleh Presiden.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb. ..
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “konflik kepentingan”
antara lain memiliki hubungan keluarga,
hubungan tali perkawinan, dan hubungan darah.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 115
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “seleksi administrasi” adalah

penilaian kesesuaian berkas administrasi dengan
dokumen persyaratan.

Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118 . ..
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Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rekomendasi” adalah surat ijin
atau persetujuan yang diberikan oleh PPK instansinya
dalam bentuk tertulis.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Seleksi kompetensi dilakukan dengan

menggunakan metode assesment center atau
metode penilaian lainnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufec. ..
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Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “panitia seleksi wajib
mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan
seleksi” adalah mengumumkan secara terbuka nilai
yang diperoleh setiap peserta seleksi berdasarkan
peringkat, kecuali pada tahapan akhir.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125 . ..
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Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dikoordinasikan” adalah
bupati/walikota melaporkan 1 (satu) orang calon
pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih kepada
gubernur.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dikonsultasikan” adalah PPK
melalui PyB meminta pendapat pimpinan dewan
perwakilan rakyat daerah untuk dijadikan sebagai salah
satu pertimbangan bagi PPK dalam memilih 1 (satu) dari

3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131 .
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Pasal 131
Ayat (1)

Uji kompetensi dapat dilakukan melalui penelusuran
rekam jejak Jabatan dan wawancara.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “satu klasifikasi Jabatan”
adalah Jabatan yang memiliki tugas pokok dan
fungsi yang sejenis atau serumpun.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Sertifikasi teknis dikeluarkan organisasi profesi
baik internasional atau nasional yang sudah
diakui oleh lembaga pemerintah yang berwenang
di bidang sertifikasi profesi. Dalam hal belum
terbentuk organisasi profesi, sertifikasi teknis
dikeluarkan oleh instansi teknis.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 132 ..
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Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Ayat (1)
Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menduduki jabatan
S (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait
dengan Kkesesuaian kompetensi dan jabatan yang
diduduki.
Ayat (2)
Persetujuan PPK diberikan apabila JPT telah
membuktikan bahwa target kinerja organisasi yang
dipimpinnya tercapai selama yang bersangkutan
menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi.
Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan Komisi
Aparatur Sipil Negara” adalah setiap perpanjangan JPT
dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan seleksi dan
promosi dilakukan secara terbuka” adalah
pelaksanaan rekrutmen dan promosi Jabatan
dilakukan secara terbuka pada lingkup internal
Instansi Pemerintah yang telah menerapkan
Sistem Merit.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelompok rencana
suksesi” adalah yang dikenal dengan istilah talent
pool.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137 ...



&@&?
23S

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I

2

- 29 -

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf c
Yang dimaksud dengan pejabat lain adalah
pejabat yang menduduki jabatan pimpinan pada
lembaga negara.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147

Yang dimaksud dengan “prajurit Tentara Nasional Indonesia
dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” adalah
prajurit atau anggota dalam dinas aktif.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151 ...
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Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penarikan kembali dilakukan berdasarkan usul
Panglima Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau PPK
Instansi Pusat tertentu tersebut.
Alasan tertentu antara lain tidak sehat jasmani
dan/atau rohani.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158 ...
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Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.
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Pasal 169 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.
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Pasal 180 .
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Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190
Ayat (1)
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Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perwakilan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di luar negeri” adalah perwakilan
Republik Indonesia yang diakreditasikan pada negara
penerima atau organisasi internasional.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (0)
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197 . ..
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Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tugas Jabatan” adalah tugas
Jabatan PNS yang masih merupakan tugas Jabatan
vang berhubungan dengan Jabatan pada instansi
induknya atau merupakan tugas yang mewakili
kepentingan pemerintah.
Contoh antara lain:
1. Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
dan
2. PNS Kementerian Keuangan yang mendapat
penugasan khusus pada International Monetary Fund
(IMF).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 203 . ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37 -

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

—

Ayat (Jj
Contoh instansi teknis antara lain:

a. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk
Kompetensi Teknis bagi JF Peneliti;

b. Badan . ..
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b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
untuk Kompetensi Teknis bagi JF Auditor; dan

c. BKN untuk Kompetensi Teknis bagi JF Assessor

Kepegawaian.
Ayat (0]
Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.
Pasal 210

Cukup jelas.
Pasal 211

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi.
Ayat (2j

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214 . ..
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Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Pelatihan struktural kepemimpinan madya adalah
pelatihan untuk menduduki atau dalam JPT
madya.

Huruf b
Pelatihan struktural kepemimpinan pratama
adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam
JPT pratama.

Huruf ¢
Pelatihan struktural kepemimpinan administrator
adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam
Jabatan administrator.

Huruf d
Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas
adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam
Jabatan pengawas.

Ayat (4) . ..
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226 . . .
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Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditentukan oleh
PyB” adalah pejabat yang ditunjuk oleh PyB dalam hal
atasan langsungnya belum terisi atau belum ada.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234 . ..
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Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Terikat kewajiban bekerja antara lain PNS sedang
menjalani ikatan dinas karena tugas belajar.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 239 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.
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Pasal 250 . . .
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Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.
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Pasal 261 . ..



Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.
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Pasal 272 . ..
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Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Cukup jelas.
Pasal 277
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Khusus Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
yang berasal dari JF Diplomat dikecualikan dengan
pertimbangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi
Wina 1961 dan Konvensi Wina Tahun 1963.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 278 . . .
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Pasal 278
Cukup jelas.

Pasal 279
Cukup jelas.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan adalah Penyidik Kepolisian Republik
Indonesia atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat
Perintah  Penghentian  Penuntutan adalah Penuntut
Umum/Kejaksaan.

Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287 . ..
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Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Yang dimaksud dengan “hak kepegawaian” antara lain
jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja,
dan jaminan kematian.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297 . ..
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Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Cukup jelas.

Pasal 299

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diangkat kembali dalam
Jabatan apabila ada lowongan” adalah PNS tersebut
memenuhi persyaratan Jabatan yang lowong dan
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305 . .



Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal 315

Cukup jelas.
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Pasal 316 . ..



Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Cukup jelas.
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Pasal 327 . ..



Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Cukup jelas.
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Pasal 338 . ..



Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 346

Cukup jelas.

Pasal 347

Cukup jelas.

Pasal 348

Cukup jelas.
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Pasal 349 . ..



Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Cukup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

Pasal 358

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.
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Pasal 360 . . .
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Pasal 360
Cukup jelas.

Pasal 361
Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6037



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

SK No 023819 A

TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan pengembangan Kkarier,
pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan
kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

MEMUTUSKAN: . ..
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi
pembinaan PNS berwenang menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS.

(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS kepada:

a. menteri di kementerian,;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah

nonkementerian;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga
negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.
(3) Dikecualikan . . .
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Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat
pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi
madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a termasuk:

a. Jaksa Agung; dan

b. Kepala Kepolisian Negara  Republik
Indonesia.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b termasuk juga:

a. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
b. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ termasuk juga Sekretaris
Mahkamah Agung.

Pendelegasian kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali

oleh Presiden dalam hal:

a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang
dilakukan oleh PPK; atau

b. Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan.

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 34A

Dalam hal pelaksanaan pelatihan prajabatan
(Pendidikan dan pelatihan terintegrasi) bagi
Calon PNS tidak dapat dilaksanakan dalam
masa percobaan karena kondisi tertentu,
pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat
dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan
lulus pelatihan prajabatan.

(2) Kondisi . . .
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Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana
dan prasarana pelatihan, sumber daya
manusia  pelatihan, dan/atau kebijakan

strategis nasional.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 46
Pangkat merupakan kedudukan yang
menunjukan tingkatan Jabatan.

Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 67

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada
pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator, atau pejabat pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
tugas JF.

Penentuan berkedudukan dan bertanggung
jawab secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur

organisasi masing-masing instansi pemerintah.

S. Ketentuan . . .
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Ketentuan ayat (1) Pasal 74 ditambahkan 1 (satu)
huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 74

(1) Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan
JF keterampilan dilakukan melalui
pengangkatan:

a. pertama;

b. perpindahan dari Jabatan lain;
c. penyesuaian; atau

d. promosi.

(2) Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengangkatan ke dalam JF
tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan
PPPK.

(3) Jenis JF tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan JF melalui pengangkatan PPPK

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf e dihapus,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui
pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang
baik;
c. sehat . ..
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c. sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah sarjana atau
diploma IV sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan;
e. dihapus;
nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh
Menteri.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat () merupakan pengangkatan untuk
mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah
ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf e dihapus,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 78

Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui

pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang
baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sekolah lanjutan
tingkat atas atau setara sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

e. dihapus;
f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh
Menteri.

(2) Pengangkatan . . .
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Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat () merupakan pengangkatan untuk
mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah
ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Ketentuan Pasal 99 ayat (3) ditambahkan 1 (satu)

huruf yakni huruf s, dan ditambahkan 1 (satu) ayat

yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 99

Instansi pembina JF merupakan kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, atau
kesekretariatan lembaga negara yang sesuai
kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan
menjadi instansi pembina suatu JF.

Instansi pembina berperan sebagai pengelola
JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk
menjamin terwujudnya standar kualitas dan
profesionalitas Jabatan.

Dalam melaksanakan peran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), instansi pembina
memiliki tugas sebagai berikut:

a. menyusun pedoman formasi JF;
b. menyusun standar kompetensi JF;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis JF;

d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan
pedoman penilaian kualitas hasil kerja
pejabat fungsional;

e. menyusun pedoman penulisan karya
tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di
bidang tugas JF;

f. menyusun . . .
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menyusun kurikulum pelatihan JF;
menyelenggarakan pelatihan JF;

membina penyelenggaraan pelatihan
fungsional pada lembaga pelatihan,;
menyelenggarakan uji kompetensi JF;
menganalisis kebutuhan pelatihan
fungsional di bidang tugas JF;

melakukan sosialisasi petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
mengembangkan sistem informasi JF;
memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
memfasilitasi pembentukan organisasi
profesi JF;

memfasilitasi penyusunan dan penetapan
kode etik profesi dan kode perilaku JF;
melakukan akreditasi pelatihan fungsional
dengan mengacu kepada ketentuan yang

telah ditetapkan oleh LAN;

melakukan pemantauan dan evaluasi
penerapan JF di  seluruh Instansi
Pemerintah yang menggunakan Jabatan
tersebut;

melakukan koordinasi dengan instansi
pengguna dalam rangka pembinaan karier
pejabat fungsional; dan

menyusun informasi faktor jabatan untuk
evaluasi jabatan.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi
Pemerintah pengguna JF setelah mendapat
akreditasi dari instansi pembina.

(5) Instansi . . .
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Instansi pembina dalam melaksanakan tugas
pengelolaan wajib menyampaikan secara
berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf i,
huruf k, huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o,
huruf q, dan huruf r, pengelolaan JF yang
dibinanya sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan JF kepada Menteri dengan
tembusan Kepala BKN.

Instansi pembina menyampaikan secara
berkala setiap tahun pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f,
huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada
Menteri dengan tembusan Kepala LAN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan uji kompetensi JF
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i
diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan
informasi faktor  jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf s diatur dengan
Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 106

JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi
dari kalangan non-PNS dengan persetujuan
Presiden yang pengisiannya dilakukan secara
terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam
Keputusan Presiden.

(2) JPT. ..
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JPT utama dan JPT madya tertentu di bidang
rahasia negara, pertahanan, keamanan,
pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan
negara, pengelolaan sumber daya alam tidak
dapat diisi dari kalangan non-PNS.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dikecualikan sepanjang mendapatkan
persetujuan dari Presiden setelah
mendapatkan pertimbangan dari Menteri,
Kepala BKN, dan Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai JPT utama
dan JPT madya tertentu yang dapat diisi dari
kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Presiden.

Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 107

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT
dari kalangan PNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 sebagai berikut:

a. JPT utama:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling
rendah sarjana atau diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling singkat selama
10 (sepuluh) tahun;

4. sedang . . .
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sedang atau pernah menduduki JPT
madya atau JF jenjang ahli utama
paling singkat 2 (dua) tahun;

memiliki  rekam = jejak  Jabatan,
integritas, dan moralitas yang baik;
usia paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun; dan

sehat jasmani dan rohani.

JPT madya:
1.

memiliki kualifikasi pendidikan paling

rendah sarjana atau diploma IV;

memiliki Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan;

memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling singkat selama 7
(tuyjuh) tahun;

sedang atau pernah menduduki JPT
pratama atau JF jenjang ahli utama
paling singkat 2 (dua) tahun;

memiliki rekam = jejak  Jabatan,
integritas, dan moralitas yang baik;
usia paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun; dan

sehat jasmani dan rohani.

c. JPT.
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c. JPT pratama:

1.

7.

memiliki kualifikasi pendidikan paling

rendah sarjana atau diploma IV;

memiliki Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan;

memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5
(lima) tahun;

sedang atau pernah menduduki
Jabatan administrator atau JF jenjang
ahli madya paling singkat 2 (dua)
tahun;

memiliki rekam  jejak  Jabatan,
integritas, dan moralitas yang baik;
usia paling tinggi 56 (lima puluh enam)
tahun; dan

sehat jasmani dan rohani.

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

Presiden.

11. Ketentuan . . .
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11. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 108

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT
dari kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (1) sebagai berikut:

a. JPT utama:
1. warga negara Indonesia;

2. memiliki kualifikasi pendidikan paling
rendah pascasarjana;

3. memiliki Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan;

4. memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan yang akan diduduki
secara kumulatif paling singkat 15
(lima belas) tahun;

5. tidak menjadi anggota atau pengurus
partai politik paling singkat S5 (lima)
tahun sebelum pendaftaran;

6. tidak pernah dipidana dengan pidana
penjara; ,

7. memiliki rekam  jejak  Jabatan,
integritas, = dan moralitas yang baik;

8. usia paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun;

9. sehat jasmani dan rohani; dan

10. tidak pernah diberhentikan tidak
dengan hormat dari PNS, PPPK,
prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau pegawai swasta.

b. JPT . ..
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b. JPT madya:

1.
2.

3.

10.

warga negara Indonesia;

memiliki kualifikasi pendidikan paling
rendah pascasarjana;

memiliki Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai

standar kompetensi Jabatan yang
dibutuhkan;

memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan yang akan diduduki
secara kumulatif paling singkat 10
(sepuluh) tahun;

tidak menjadi anggota/pengurus partai
politik paling singkat 5 (lima) tahun
sebelum pendaftaran;

tidak pernah dipidana dengan pidana
penjara;

memiliki rekam  jejak  Jabatan,
integritas, = dan moralitas yang baik;
usia paling tinggi 58 (lima puluh
delapan) tahun;

sehat jasmani dan rohani; dan

tidak pernah diberhentikan tidak
dengan hormat dari PNS, PPPK,
prajurit Tentara  Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau pegawai swasta.

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
Presiden.

12. Ketentuan . . .
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12. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

13.

(1)

(3)

Pasal 132

Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke
JPT yang lain dalam satu instansi maupun
antar instansi dapat dilakukan melalui uji
kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi.
Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi syarat:

a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan

b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun.

Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi
Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan huruf ¢ Pasal 159 dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari

prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah

mengundurkan diri dari dinas aktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 sebagai berikut:

a.

JPT utama:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling
rendah pascasarjana;

2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesuai standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan;

3. memiliki . . .
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3. memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan Jabatan
yang akan diduduki secara kumulatif
paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;

4. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas,
dan moralitas yang baik;

5. wusia paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun; dan

6. sehat jasmani dan rohani.

JPT madya:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling
rendah pascasarjana;

2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesuai standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan Jabatan
yang akan diduduki secara kumulatif
paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;

4. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas,
dan moralitas yang baik;

5. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun; dan

6. sehat jasmani dan rohani.

Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 178

Selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), pengembangan
karier dapat dilakukan melalui penugasan.

15. Di antara . ..
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15. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 202 disisipkan 1

16.

(satu) ayat, yakni ayat (la) serta ayat (2) diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1a)

(2)

Pasal 202

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk
melaksanakan tugas Jabatan di lingkungan
instansi pemerintah atau di luar instansi
pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
organisasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan

diatur dengan Peraturan Menteri.

Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 203 disisipkan 1

(satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 203

Pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 162 merupakan upaya
untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS
dengan standar kompetensi Jabatan dan

rencana pengembangan karier.

Pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
tingkat:
a. instansi;
b. nasional.

(3) Setiap . . .
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Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang

sama untuk diikutsertakan dalam
pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan

memperhatikan hasil penilaian kinerja dan
penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.

Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam
pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui
pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi
(corporate university).

Untuk  menyelenggarakan pengembangan

kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), PPK wajib:

a. menetapkan kebutuhan dan rencana
pengembangan kompetensi;

b. melaksanakan pengembangan kompetensi;
dan

c. melaksanakan evaluasi pengembangan
kompetensi.

Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 217

Pelaksanaan pengembangan Kompetensi
Manajerial dilakukan melalui jalur pelatihan.
Pelaksanaan pengembangan Kompetensi
Manajerial melalui jalur pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pelatihan struktural.

(3) Pelatihan . . .
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(3) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas:
a. kepemimpinan madya;
b. kepemimpinan pratama;
c. kepemimpinan administrator; dan

d. kepemimpinan pengawas.

18. Di antara Pasal 217 dan Pasal 218 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 217A dan Pasal 217B, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217A

(1) Pelatihan struktural kepemimpinan madya
diselenggarakan oleh LAN.

(2) Pelatihan struktural kepemimpinan pratama,
kepemimpinan administrator, dan
kepemimpinan pengawas diselenggarakan oleh
LAN atau lembaga pelatihan pemerintah

terakreditasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan pelatihan struktural

kepemimpinan diatur dengan Peraturan LAN.

Pasal 217B

(1) Akreditasi pelatihan struktural kepemimpinan
dilaksanakan oleh LAN.

(2) Dalam pelaksanaan pengembangan
Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 217 ayat (1), LAN dapat
menyetarakan pelatihan kepemimpinan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan
penyetaraan pelatihan kepemimpinan
sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan LAN.

19. Ketentuan . . .

SK No 023837 A
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19. Ketentuan Pasal 250 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a.

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan Jabatan;

menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik; atau

dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan hukuman pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang
dilakukan dengan berencana.

20. Ketentuan Pasal 254 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 254

PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS
pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden
dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikota oleh lembaga yang  bertugas
melaksanakan pemilihan umum.

(2) Pernyataan . . .
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(2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik
kembali.

(3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS.

(4) PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai PNS.

(5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang
bersangkutan  ditetapkan  sebagai calon
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil
Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang
bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Ketentuan Pasal 280 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 280
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak PNS ditahan.

Ketentuan Pasal 315 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 315

PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah
dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang
mendapat liburan menurut peraturan perundang-
undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.

23. Ketentuan . . .
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23. Ketentuan Pasal 320 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 320

PNS yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan
ketentuan PNS yang bersangkutan harus
mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti
sakit dengan melampirkan surat keterangan
dokter baik di dalam maupun luar negeri yang
memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh
pejabat/ instansi yang berwenang.

Surat  keterangan dokter sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
pernyataan tentang perlunya diberikan -cuti,
lamanya cuti, dan keterangan lain yang
diperlukan.

Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan untuk waktu paling
lama 1 (satu) tahun.

Jangka waktu cuti sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk
paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan,
berdasarkan surat keterangan tim penguji
kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), harus diuji kembali
kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang
ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

(6) Apabila . .
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Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS
belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat
dari Jabatannya karena sakit dengan
mendapat uang tunggu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 339 diantara ayat (1) dan ayat (2)

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), dan ayat (2)

sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 339

Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 310 huruf a sampai dengan huruf e yang
akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat
diberikan oleh PPK.

Dalam hal diperlukan PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan
kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang
bersangkutan tidak dapat menunggu
keputusan dari PPK atau pejabat lain yang
mendapat kuasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (la), pejabat yang tertinggi di
tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat
memberikan izin sementara secara tertulis
untuk menggunakan hak atas cuti.

Pemberian izin sementara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus segera
diberitahukan kepada PPK atau pejabat lain
yang mendapat kuasa.

(4) PPK . . .
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PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa
setelah menerima pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memberikan hak atas
cuti kepada PNS yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 349 ayat (1) diubah ditambahkan 1
(satu) huruf yakni huruf k, ayat (2) diubah, dan
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 349

PNS yang diangkat menjadi:

a. ketua, wakil Kketua, dan  anggota
Mahkamah Konstitusi;

b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan;

c. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi
Yudisial;

d. ketua dan wakil ketua Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. menteri dan jabatan setingkat menteri;

f. kepala perwakilan Republik Indonesia di

luar negeri yang berkedudukan sebagai

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

Penuh;

pimpinan atau anggota lembaga

nonstruktural;

wakil menteri;

staf khusus;

pimpinan atau staf pada organisasi

internasional; dan

k. Jabatan lain pada lembaga selain
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden,;

%.. :—n.D-a O:Q

pada saat mencapai Batas Usia Pensiun selama
masa jabatannya, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS, dengan mendapat hak
kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Batas . ..
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Batas Usia Pensiun PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah 58 (lima puluh
delapan) tahun dikecualikan bagi PNS yang
menduduki JF.

Batas Usia Pensiun bagi PNS yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sesuai dengan Batas Usia Pensiun
pada JF terakhir yang diduduki.

Ketentuan BAB XIII ditambahkan 1 (satu) bagian
yakni Bagian Kelima, 2 (dua) pasal yakni Pasal 350A
dan Pasal 350B, sehingga Bagian Kelima berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kelima

Penyetaraan Jabatan PNS Karena Penataan Birokrasi

Di antara Pasal 350 dan Pasal 351 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 350A dan Pasal 350B, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(2)

Pasal 350A

Dalam hal diperlukan penataan birokrasi,
penyesuaian jabatan ke dalam JF dapat
dilakukan penyetaraan jabatan.

Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 350B

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan
pemerintah mengenai penataan birokrasi yang
berdampak terhadap perubahan pengaturan
manajemen aparatur sipil negara pada instansi
pemerintah maka Presiden dapat menerbitkan
Peraturan Presiden.

Penerbitan Peraturan Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
pertimbangan teknis dari Menteri.

28. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 352 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 352

Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada
pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya
ketentuan mengenai pangkat PNS berdasarkan
Peraturan Pemerintah mengenai pangkat, gaji, dan
tunjangan PNS sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.

Di antara Pasal 352 dan Pasal 353 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 352A, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 352A

Pangkat dan golongan ruang masih dipergunakan
sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang
mengatur tentang pangkat.

Di antara Pasal 360 dan Pasal 361 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 360A, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 360A

Tunjangan Jabatan Fungsional tetap dapat
dibayarkan sampai dengan diundangkannya
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang gaji,
tunjangan, dan fasilitas.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

s ng Hukum dan

fanna Djaman
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden
selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan
kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen
PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan tersebut dapat
didelegasikan kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila terjadi
pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau
untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,
Presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan.

Untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan
karier PNS, pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang
lain dapat dilakukan dalam satu instansi dan antar instansi melalui
uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain JPT, sebagai jaminan karier PNS yang
ditugaskan, perlu diatur kembali terkait dengan ketentuan batas usia
pensiun pejabat fungsional yang diberhentikan sementara. Lebih
lanjut, selain mutasi dan/atau promosi, pengembangan karier juga
dapat dilakukan melalui penugasan lingkungan instansi pemerintah
atau di luar instansi pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka

optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Dalam . ..

SK No 023846 A


Idayati
Typewritten text
17

Idayati
Typewritten text
2020


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Dalam hal pengembangan karier PNS dalam JF, Pejabat
Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan
tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang
memiliki  keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF, dan
pengangkatan PNS dalam JF dilakukan melalui pengangkatan
pertama, pengangkatan perpindahan, pengangkatan penyesuaian/
inpassing, dan promosi. Selain itu, dengan adanya penetapan
kedudukan JF tersebut, maka Instansi Pembina memiliki tugas pula
dalam menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Salah satu hak bagi PNS yaitu pengembangan kompetensi
dan cuti. Pada dasarnya pengembangan kompetensi adalah
merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS
dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan
karier. Saat ini, metode yang tepat dalam pengembangan kompetensi
yaitu pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate
university). Sedangkan cuti dilaksanakan untuk menjamin
pemenuhan hak atas kesegaran jasmani dan rohani PNS.

Penataan Dbirokrasi merupakan salah satu kebijakan
pemerintah yang bertujuan salah satunya adalah untuk
penyederhanaan birokrasi. Kebijakan ini dapat berdampak terhadap
perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara pada
instansi pemerintah maka Presiden dapat menerbitkan Peraturan
Presiden. Adalah tugas pemerintah untuk tetap dapat menjamin
karier dan juga hak PNS yang terkena dampak penataan birokrasi
dalam penyelenggaraan manajemen.

Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa
perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang
pendelegasian kewenangan Presiden, kedudukan JF, mutasi JPT,
penugasan PNS, pengembangan kompetensi, BUP Pejabat Fungsional
yang diberhentikan sementara, dan ketentuan penyetaraan jabatan
akibat dari penataan birokrasi.

II. PASAL . ..
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 3
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 34A
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 46
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 67
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 74
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 75
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 78
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 99
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 106
Cukup jelas.
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Angka 10
Pasal 107
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 108
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 132
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 159
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 178
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 202
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 203
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 217
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 217A
Cukup jelas.
Pasal 217B
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 250
Cukup jelas.

Angka 20 . ..



SK No 023850 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Angka 20
Pasal 254
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 280
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 315
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 320
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 339
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 349
Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 350A
Ayat (1)
Yang dimaksud de ngan
jabatan” adalah Pengangkatan
Administrasi ke dalam

Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
pada jabatan fungsional yang setara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

“penyetaraan
Pejabat
Jabatan

Pasal 350B . ..
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Pasal 350B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan  “berdampak
terhadap perubahan pengaturan

manajemen aparatur sipil negara” misalnya
adalah, pemetaan pegawai, pola karier, peta
jabatan, penilaian kinerja, hak keuangan
seperti tunjangan fungsional, kelas jabatan,
tunjangan kinerja, atau hak PNS lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (2)

Angka 28
Pasal 352

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 352A
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 360A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6477
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